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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kapal ibarat suatu rumah yang digunakan dalam kehidupan bagi Awak kapal yang 

bekerja, dengan pemimpin seorang Nakhoda. Awak kapal adalah orang yang 

bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk 

melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam 

buku sijil. Sehingga Awak kapal pada hakekatnya merupakan suatu kelompok atau 

organisasi yang terdiri dari setiap ABK yang sedang bekerja di atas kapal yang 

menginginkan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan 

tersebut. 

Setiap ABK yang bekerja di atas kapal tidak jarang terdiri warga negara yang 

berbeda kebangsaan, ras, suku, agama, serta sosial kebudayaannya. Berdasarkan 

pengalaman Penulis selama bekerja di FCB. Pelican Gem, dimana pimpinan tertinggi 

di atas kapal adalah seorang Nakhoda yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

mencapai kinerja dan operasional kapal berjalan dengan baik.  

Dengan kemajuan teknologi maritim dewasa ini membuat kapal-kapal menjadi 

semakin canggih menyesuaikan dengan tuntutan kemajuan teknologi dan peraturan-

peraturan yang berlaku secara internasional seperti Safety Of Life At Sea (SOLAS) 

1974 dan MARPOL atau yang lainnya dimana peraturan tersebut sebagian besar 

telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.  

Sesuai dengan ketentuan SCTW 1978 Amandemen 2010, maka para Pelaut sebagai 

sumber daya manusia harus membuktikan dirinya bahwa keahlian serta kecakapan 

yang dimilikinya harus sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan oleh 

SCTW itu sendiri, untuk itu para Pelaut wajib mengikuti sistem pendidikan dan 

pelatihan yang ada di Indonesia dan diorganisir oleh pemerintah dalam hal ini 
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Kementerian Perhubungan khususnya Pusat Pengembangan SDM Perhubungan 

Laut.  

Sumber Daya Manusia pada saat ini masih menjadi salah satu faktor penentu 

keselamatan dan keamanan diatas kapal. SDM menjadi modal dasar bagi suatu 

organisasi di kapal. Semua hal tersebut memerlukan waktu serta kedisiplinan 

dengan cara yang tepat untuk mampu menghasilkan SDM yang diharapkan. Hal 

inilah yang menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh setiap pemimpin di atas 

kapal, terlebih didalam kehidupan modern yang ditandai dengan berbagai gejala 

seperti volume kerja yang meningkat yang diberikan oleh perusahaan, efesiensi 

serta interaksi antar sesama individu yang lebih komplek dimana tingkat kebutuhan 

hidup yang tinggi yang perlu dipenuhi, yang mana kalau sumber daya manusia 

tidak siap dan mampu mengatasi akan menimbulkan persoalan-persoalan, 

perbedaan-perbedaan, kesulitan-kesulitan, dan perselisihan-perselisihan lain 

diantara dua individu atau lebih yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. 

Fungsi pemimpin tidak sekedar membimbing dan mengarahkan ABK, namun dapat 

menimbulkan sikap hormat dan kepercayaan dari bawahannya. Selain dari pada itu, 

pemimpin harus mampu meningkatkan motivasi ABK di atas kapal agar dapat 

melaksanakan segala peraturan dan tugas dengan tepat serta penuh rasa tanggung 

jawab. Oleh karena itu, motivasi kerja ABK merupakan hal yang mendapat 

perhatian Penulis dalam penulisan makalah ini, sebab bila ABK termotivasi untuk 

bekerja dengan giat maka dapatlah diharapkan adanya peningkatan kinerja kapal 

untuk menghasilkan pelayanan jasa logistik yang baik, sekaligus dapat 

mempertahankan kondisi kapal untuk selalu dalam kondisi laik laut. Seringkali 

penulis mendapatkan para ABK yang tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja 

mereka yang menurut mereka justru menyulitkan dalam pekerjaan mereka di atas 

kapal. ABK selalu bekerja dengan baik apabila ada Nakhoda, tetapi saat Nakhoda 

tidak ada di tempat kerja maka ABK hanya bermalas-malasan saat bekerja. 

Seringkali Penulis mendapati para ABK yang tidak termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja mereka. Perwira juga sering memberi teguran baik secara 

lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung disaat adanya 

penurunan kinerja ABK dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya. Berdasarkan 

hasil pengamatan Penulis menemukan permasalahan masih rendahnya motivasi 

ABK di atas FCB. Pelican Gem. 
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Koordinasi kerja antara perwira dan anak buah kapal juga harus dilakukan 

pembahasan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar agar hasilnya dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Sedangkan belum maksimalnya penerapan prosedur 

kerja diatas kapal dikarenakan Sebagian crew kapal kurang memahami pekerjaan 

sehingga banyak ditemukan pekerjaan crew tersebut tidak terselesaikan. Dan juga 

kurangnya disiplin kerja para ABK kapal yang nantinya akan merugikan crew 

tersebut dan juga perusahaan apabila sampai terganggunya pengoperasian kapal 

FCB.Pelican Gem. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan makalah ini penulis 

memilih judul “OPTIMALISASI PERAN KEPEMIMPINAN DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA ANAK BUAH KAPAL FCB. 

PELICAN GEM”. 

 

B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan 

permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 

a. Hubungan kerja Perwira dengan rating di atas kapal tidak harmonis 

b. Motivasi kerja ABK menurun. 

c. Kurangnya koordinasi antara Perwira dengan ABK. 

d. Belum maksimalnya penerapan prosedur kerja  

e. Kurangnya disiplin kerja ABK. 

2. Batasan Masalah 

Dengan luasnya permasalahan yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan di 

atas, maka atas dasar inilah, pembahasan makalah ini dibatasi pada masalah 

peranan Perwira dalam rangka menciptakan keharmonisan di FCB. Pelican 

Gem, yang pembahasannya diutamakan pada : 

a. Hubungan kerja Perwira dengan rating di atas kapal tidak harmonis 

b. Motivasi kerja ABK menurun. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, Penulis 

dapat merumuskan pembahasan masalah pada makalah ini sebagai berikut:  

a. Mengapa hubungan kerja Perwira dengan rating tidak harmonis 

b. Mengapa motivasi kerja ABK menurun 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penulisan makalah ini, Penulis dapat mencapai tujuan-tujuan serta manfaat 

pembahasan masalah pada makalah ini sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis penyebab hubungan kerja Perwira dengan rating tidak 

harmonis dan mencari alternatif pemecahan masalahnya. 

b. Untuk menganalisis penyebab motivasi kerja ABK menurun dan mencari 

alternatif pemecahan masalahnya. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Aspek Teoritis 

1) Agar makalah ini bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

tentang kelautan, khususnya bagi para pembaca yang akan bekerja di 

atas kapal, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan hal-hal 

yang tidak diinginkan dalam operasional kapal dapat dihindari. 

2) Agar makalah ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai manajemen kepemimpinan sesuai dengan subyek 

pembahasan agar ABK dapat termotivasi motivasi kerja dan 

kedisiplinannya. 

b. Aspek Praktis 

1) Agar makalah ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para 

Perwira serta para awak kapal apabila berdinas di atas kapal dalam 

peningkatan keharmonisan di atas kapal. 
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2) Agar makalah ini bermanfaat sebagai referensi bagi perusahaan 

mengenai permasalahan dalam meningkatkan kinerja Awak kapal. 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan 

pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada 

melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini 

menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis ), yakni mengkaji 

masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat 

suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.  

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan 

berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses 

menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara 

langsung, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu 

dengan cara wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga 

hanya mengungkapkan fakta saja. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan : 

a. Studi lapangan (Field Research) 

Data yang dipeeroleh dari pengamatan langsung selama penulisan bekerja 

di atas FCB. Pelican Gem. Studi lapangan adalah pengamatan yang 

dilakukan secara langung apa yang ada di lapangan atau dengan kata lain, 

pengumpulan data tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut 

yang telah direncanakan. Dengan melakukan obervasi penulisan dapat 

mengambil keuntungan-keuntungan yaitu dengan cara pengamatan, data 

yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat 

segera, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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b. Studi kepustakaan (Library Research) 

Data kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengambil literature sebagai 

buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk 

mendapatkan teori dan definisi yang dapat dipergunakan dan 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam penulisan ini. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi fokus pembahasan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja anak buah 

kapal di FCB. Pelican Gem. 

 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik dekriftif 

kualitatif. Penulis melakukan analisis berdasarkan data yang bersifat kualitatif 

yang telah dikumpulkan sebelumnya, selanjutnya akan dianalisis dengan 

melakukan pemaparan, penjelasan masalah-masalah, dan penyebab masalah 

yang terjadi diatas kapal dengan melakukan perbandingan kondisi yang ada di 

atas kapal FCB. Pelican Gem dengan teori yang berkaitan dengan masalah 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk dapat diambil kesimpulan dan 

solusi dari permasalahan tersebut. 

 

E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada saat penulisan bekerja sebagai Chief Officer di FCB. 

Pelican Gem sejak 16 Januari 2020 sampai dengan 13 September 2023. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah diatas kapal FCB. Pelican Gem milik perusahaan 

Flex Fleet Sdn Bhd yang beroperasi di alur pelayaran Malaysia/ 

Cakerawala Gasfield. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan makalah ini disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang 

telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh 
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STIP Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan akan mempermudah 

penulisan makalah ini secara benar dan terperinci. Makalah ini terbagi dalam 4 

(empat) bab sesuai dengan urutan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan 

makalah ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

    Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang mengutarakan latar 

belakang, identifikasi batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penulisan. 

 

       BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa 

data-data yang didapat melalui buku-buku sebagai referensi untuk 

mendapatkan informasi dan juga sebagai tinjauan pustaka. Pada landasan 

teori ini juga terdapat kerangka pemikiran yang merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

 

 BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

    Bab ini berisikan data-data yang diambil dari lapangan sesuai dengan 

pengalaman penulis selama bekerja di atas FCB. Pelican Gem. Data-data 

dirumuskan dalam deskripsi data, kemudian dianalisis permasalahan 

yang terjadi dan menjabarkan pemecahan dari permasalahan tersebut. 

Dengan demikian permasalahan yang sama tidak terjadi lagi. Dengan 

kata lain menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut. 

 

 BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

    Pada bab ini menjelaskan penutup yang mengemukakan kesimpulan dari 

perumusan masalah yang dibahas dan saran yang berasal dari evaluasi 

pemecahan masalah yang dibahas didalam penulisan makalah ini dan 

merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori yang Penulis ambil dalam membuat makalah tentang pentingnya 

peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan motivasi ABK, adalah: 

1. Optimalisasi 

Menurut Poerwadarminta (2014:88) bahwa optimalisasi adalah hasil yang 

dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil 

sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan 

sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan. Ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika 

dipandang dari sudut usaha.  

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan 

apabila dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan 

organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan 

efisien agar optimal. 

 

2. Peran 

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di 

atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan 

sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam 

hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam 

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, 

yaitu penegakan hukum secara penuh. 
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Peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap suatu cara 

individu wajib bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan 

status dan fungsi sosialnya. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan 

(status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang 

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu 

jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana 

peran itu semestinya dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada 

perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, 

menengah maupun bawahan akan mempunyai peran yang sama. 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok.  

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila 

dihubungkan dengan kepemimpinan di atas kapal, peran tidak berarti sebagai 

hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang 

pemimpin di atas kapal. 
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3. Kepemimpinan 

a. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin 

mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun 

dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai 

tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan 

aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak 

mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam 

menjalankan ke-pemimpinannya. 

Menurut Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan diterjemahkan kedalam 

istilah sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- 

pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu 

jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang 

legitimasi pengaruh. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi 

perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik 

perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar 

keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh 

kepemimpinan dalam organisasi tersebut.  

Menurut George R. Terry (2010:5) bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas 

untuk mempengaruhi setiap ABK supaya diarahkan mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya. 

Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang 

bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi 

mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin pertama-tama harus seorang yang 

mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam 

diri para bawahannya. Secara sederhana pemimpin yang baik adalah 
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seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya 

mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik 

tententu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor 

keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik 

kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga 

menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk 

melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau 

tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya 

dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan 

situasi dan kondisi organisasi tersebut. 

 

b. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Mifta Thoha (2010:49) gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 

Macam- macam gaya kepemimpinan antara lain : 

1) Gaya Kepemimpinan Otokratik 

Kata otokratik diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri, 

setiap produk pemikiran dipandang benar, keras kepala, atau merasa 

pemimpin yang keberterimaannya pada khalayak bersifat 

dipaksakan. Kepemimpinan otokratik disebut juga kepemimpinan 

otoriter. 

Kepemimpinan otokratis sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan 

posisi dan penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan otokratik adalah 

kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan 

sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang 

lain dan memiliki idealisme tinggi. Adapun pemimpin otokratik 

memiliki ciri-ciri antara lain: 

a) Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh 

pemimpin. 
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b) Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana dan 

mereka tidak boleh memberikan ide-ide baru. 

c) Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar keras, dan tidak kenal 

lelah. 

d) Menentukan kebijakan sendiri dan kalaupun bermusyawarah 

sifatnya hanya penawar saja. 

e) Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawahan dan 

kalaupun kepercayaan diberikan, didalam dirinya penuh ketidak 

percayaan. 

f) Komunikasi dilakukan secara tertutup dan satu arah. 

g) Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang. 

 

2) Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya 

dengan kekuatan kelompok, tujuan- tujuan yang bermutu tercapai. 

Gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal 

dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan. Sedangkan pemimpin demokratis 

memiliki ciri-ciri antara lain: 

a) Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama 

personalia organisasi itu. 

b) Bawahan, oleh pemimpin dianggap sebagai komponen 

pelaksana secara integral wajib diberi tugas dan tanggung jawab. 

c) Disiplin, akan tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah 

secara bersama. 

d) Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan 

tanggung jawab pengawasan 

e) Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah. 

 

3) Gaya Kepemimpinan Permisif 

Pemimpin permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai 

pendirian yang kuat, sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan 

kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahan tidak mempunyai 
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pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang 

permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan.  

Pemimpin permisif memiliki ciri-ciri antara lain: 

a) Tidak ada pegangan yang kuat dan kepercayaan rendah pada diri 

sendiri. 

b) Mengiyakan semua saran. 

c) Lambat dalam membuat keputusan. 

d) Banyak “mengambil muka” kepada bawahan. 

e) Ramah dan tidak menyakiti bawahan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan suatu pola perilaku yang konsisten yang ditunjukkan 

pemimpin dan diketahui oleh pihak lain ketika pemimpin berusaha 

mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan antara lain gaya 

kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya 

kepemimpinan permisif. Jika dikaitkan dengan Pemimpin di atas kapal, 

maka Nakhoda atau Perwira dapat menggunakan gaya kepemimpinan 

tersebut dalam mempengaruhi ABK yang dipimpinnya. Namun gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk memotivasi ABK adalah gaya 

kepemimpinan demokratis. 

 

4. Meningkatkan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Depdiknas. 2008:1469), 

meningkatkan adalah menaikan (derajat, taraf) mempertinggi dan memperhebat 

dalam peningkatan tersirat adanya unsur proses yang bertahap yaitu tahap 

terendah, tahap menengah dan tahap akhir atau tahap puncak. Untuk 

mendapatkan motivasi ABK hingga mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan 

memuaskan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan benar.  

Kata meningkatkan biasanya digunakan untuk arti yang positif. Contoh 

penggunaan katanya dalam judul makalah ini yaitu peran kepemimpinan dalam 

meningkatkan motivasi kerja ABK, kata meningkatkan dalam judul tersebut 

memiliki arti usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada 

sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya 

diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik sehingga keharmonisan awak 
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kapal menjadi lebih baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling 

berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. 

 

5. Motivasi Kerja 

a. Definisi Motivasi 

Menurut Azwar (2000:15), motivasi adalah rangsangan, dorongan 

ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang mau berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam 

melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan motivasi merupakan 

keinginan, hasrat dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri 

manusia untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang perlu membutuhkan motivasi 

dalam hidupnya guna untuk memaksimalkan kegiatan agar berjalan 

dengan sesuai keinginan. Motivasi sendiri mempunyai arti sebagai 

dorongan untuk melakukan sesuatu agar lebih baik lagi dengan adanya 

semangat baru. Dengan adanya motivasi yang diberikan kinerja kegiatan 

akan terlihat maksimal. 

Banyak faktor yang membuat seseorang malas dalam melakukan suatu 

hal. Maka untuk mengatasi masalah tersebut memang banyak, salah 

satunya adalah dengan mendapatkan motivasi agar semangat kembali 

terpacu dalam bekerja. Kata motivasi dengan mudah di temukan di 

internet. Namun pembahasan kali ini bukan menyangkut kata motivasi 

melainkan pentingnya motivasi dalam bekerja.  

Dari kutipan ini juga dapat diketahui untuk memberikan motivasi kepada 

ABK untuk melakukan pekerjaan di atas kapal, wajib adanya hubungan 

yang baik antara Perwira dan bawahannya. Sehingga tercipta suatu 

lingkungan kerja yang selaras, yang akan dapat meningkatkan motivasi 

kerja para Awak kapal dalam melakukan pekerjaan sehari-hari khususnya 

alat-alat bongkar muat yang merupakan suatu alat yang penting dalam 

pengoperasian kapal. Selain itu juga perusahaan sepatutnya memberikan 
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suatu imbalan atau uang tambahan dan bonus di luar dari pada gaji untuk 

menambah motivasi kerja dari pada Awak kapal.  

 

b. Tujuan Motivasi Kerja 

 Menurut teori motivasi David Mc Clelland, yang dikutip oleh Moekijat 

(2002: 190) setiap ABK akan bekerja lebih cepat dan lebih baik, apabila 

mereka sungguh-sungguh diberi motivasi untuk menyelesaikan suatu 

tugas. Dilihat dari segi perspektif tujuan pemberian motivasi adalah 

sebagai berikut : 

1) Mendorong gairah dan motivasi kerja karyawan. 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3) Meningkatkan kerja produktivitas karyawan. 

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

6) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8) Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

9) Meningkatkan standar kesejahteraan karyawan. 

10) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. 

 Setelah mendapatkan gambaran mengenai motivasi tersebut maka seorang 

pimpinan/perwira diharapkan untuk dapat memahami dan mengetahui 

kemampuan bawahanya dan memberikan kesempatan yang sedemikian 

rupa agar bawahannya dapat berusaha mencapai hasil. Kemudian seorang 

pemimpin semestinya memacu semangat para bawahanya agar mau 

mengerjakan apa yang dirasa sulit hingga dirasa berhasil. Setelah berhasil 

seorang pemimpin/perwira tentu tidak langsung lepas begitu saja namun 

patut memberikan pernyataan pengakuan keberhasilan yang dapat 

dilakukan dengan cara memberikan pernyataan keberhasilan secara 

langsung, memberi surat penghargaan, hadiah berupa uang atau benda, 
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promosi kenaikan gaji, promosi jabatan dan sebagainya. 

Memotivasi ABK dalam melakukan pekerjaan di atas kapal memegang 

peranan penting. Dengan adanya motivasi dari Perwira atau Nakhoda, 

maka ABK akan mempunyai motivasi kerja yang tinggi untuk melakukan 

pekerjaannya. 

 

6. Anak Buah Kapal (ABK) 

ABK adalah semua orang yang berada dan bekerja di kapal kecuali Nakhoda, 

baik sebagai Perwira, Bawahan (Kelasi) yang tercantum dalam Perjanjian 

Kerja Laut (PKL) dan sijil awak kapal serta telah menanda tangani perjanjian 

kerja laut dengan perusahaan pelayaran yang di ketahui oleh syahbandar.  

a. Menurut Permenhub Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan 

Penempatan Awak Kapal Pasal 13 bahwa awak kapal yang dapat direkrut 

dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut: 

1) Berusia minimum 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut 

(Prala); 

2) Yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan 

di atas kapal; 

3) Yang ditempatkan di bagian food and catering wajib memiliki ship's 

cook certificate yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di 

bidang pendidikan pariwisata atau maritim; 

4) Yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di 

atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan 

hamil; 

5) Yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang 

dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal. 

b. International Safety Management (ISM) Code, Chapter 6: Resources And 

Personnel (Sumber Daya dan Personil), terjemahan bebas oleh Ir. Pieter 

Batti (2000:121), sebagai berikut: 

1) Chapter 6.1  

Perusahaan perlu menjamin bahwa seorang Nakhoda adalah: 

a) Dipilih secara teliti untuk memberikan komando 
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b) Sepenuhnya mengetahui SMS perusahaan dan, 

c) Oleh perusahaan diberi dukungan yang diperlukan, sehingga 

tugas-tugas Nakhoda dapat terlaksana dengan aman. 

2) Chapter 6.2  

Perusahaan semestinya menjamin bahwa setiap kapal diawaki oleh 

pelaut-pelaut yang berkualifikasi, bersertifikat, dan sehat secara 

medis sesuai dengan persyaratan­persyaratan, baik nasional maupun 

internasional 

3) Chapter 6.3  

Perusahaan semestinya membuat prosedur untuk menjamin bahwa 

personil baru atau personil yang dipindahkan pada tugas baru yang 

berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan diberi waktu 

penyesuaian yang cukup dengan tugas-tugasnya. Petunjuk-petunjuk 

yang penting sebelum berlayar, wajib ditentukan, didokumentasikan, 

dan dipersiapkan 

4) Chapter 6.4  

Perusahaan semestinya menjamin bahwa seluruh personil yang 

terlibat dalam SMS memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

hukum, peraturan, dan petunjuk yang berlaku 

5) Chapter 6.5  

Perusahaan semestinya membentuk dan memelihara prosedur yang 

akan digunakan untuk menetapkan jenis latihan yang mungkin 

diperlakukan, dalam menunjang pelaksanaan SMS lebih lanjut dan 

perlu menjamin bahwa latihan dimaksud diberikan pada seluruh 

personil yang memerlukan 

6) Chapter 6.6  

Perusahaan semestinya membuat prosedur untuk memungkingkan 

semua personil kapal menerima informasi yang berhubungan dengan 

SMS dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. 
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7) Chapter 6.7  

Perusahaan semestinya menjamin bahwa personil kapal dapat 

berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya yang 

berhubungan dengan SMS 

 

6. Keharmonisan  

Keharmonisan adalah perihal keadaan yang selaras dan serasi serta kerja 

adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. 

(Purwo Darminto, 2004:115). 

Keharmonisan kerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Berdasarkan 

pengertian-pengertian diatas disimpulkan bahwa keharmonisan kerja adalah 

keadaan yang selaras dan serasi dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 

Keharmonisan hubungan kerja akan meningkatkan rasa percaya diri 

pemimpin untuk mempercayai semua kekuatan sumber daya perusahaan, dan 

hal ini akan menjadikan manajemen mampu berkonsentrasi kepada strategi 

dan taktik untuk memenangkan persaingan bisnis. Keharmonisan hubungan 

kerja akan menghasilkan karyawan–karyawan unggul dengan berbagai 

kekuatan dan kelebihan, yang akan membuat mereka semua pantas sebagai 

kolega manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dengan sempurna.  

Keharmonisan hubungan kerja akan menghasilkan perilaku kesetiakawanan 

diantara para ABK dan Nakhoda, perasaan simpati atas kerja keras rekan 

kerja/ sesama ABK, perasaan bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

dikerjakannya, serta menjadikan diri sendiri berdisiplin tinggi, ulet, rajin, dan 

bersemangat. 

 

7. Komunikasi  

Menurut Ec. Alex S. Nitisemito (2008 : 240-245) dalam bukunya Manajemen 

Personalia mengungkapkan bahwa komunikasi yang baik yang dimaksudkan 

adalah jalinan pengertian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, 

sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan 

akhirnya dilaksanakan. 
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Adapun komunikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi sepatutnya yang mudah dimengerti 

Dengan jalinan pengertian yang dimaksud adalah komunikasi yang 

disampaikan oleh pihak yang satu dapat diterima oleh pihak yang lainnya 

dan sepatutnya mudah dimengerti. Dengan demikian, maka komunikasi 

yang disampaikan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

diinginkan. Agar komunikasi mudah dimengerti maka diperlukan bahasa 

yang mudah dimengerti oleh penerima komunikasi. 

b. Komunikasi sepatutnya lengkap 

Komunikasi yang disampaikan wajib lengkap sehingga tidak 

menimbulkan keraguan dan salah pengertian bagi orang lain atau 

penerima komunikasi. 

c. Komunikasi perlu tepat waktu dan tepat sasaran 

Ketepatan waktu dalam menyampaikan komunikasi perl betul-betul 

diperhatikan, sebab apabila penyampaian komunikasi tersebut terlambat 

maka kemungkinan apa yang disampaikan tersebut sudah tidak ada 

manfaatnya lagi. 

d. Komunikasi perlu landasan saling kepercayaan 

Agar penerima komunikasi tersebut tidak hanya dapat mengerti tapi juga 

mau mengerti, maka perlu seorang komunikator mengusahakan agar 

dirinya dapat dipercaya, sehingga komunikasi itu juga dilandasi saling 

kepercayaan. 

e. Komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi 

Dalam penyampaian komunikasi apalagi yang akan disampaikan adalah 

hal-hal penting yang perlu pengertian secara mendalam, maka faktor 

situasi dan kondisi yang tepat perlu diperhatikan. 

f. Komunikasi perlu menghindari kata-kata yang tidak pantas 

Agar komunikasi yang disampaikan dapat dimengerti dan diindahkan, 

maka perlu dihindarkan kata-kata yang kurang baik yaitu kata-kata yang 

dapat menyinggung perasaan bagi penerima komunikasi. 
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8. Efektif 

Menurut T. Hani Handoko (2010) efektif adalah tercapainya berbagai sasaran 

yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber 

tertentu yang sudah dialokasikan untukmelakukan kegiatan tertentu. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik. 

 

9. Pembinaan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan 

yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan 

adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara 

teratur dan terarah. Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, 

cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan 

kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian. 

 

10. General Meeting 

Meeting adalah istilah bahasa inggris yang berarti rapat, pertemuan atau 

persidangan. Menurut Kesrul (2004:8), Meeting Suatu pertemuan atau 

persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam 

asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan 

profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerja sama 

anggota dan pengurus, menyebarluaskan informasi terbaru, publikasi, 

hubungan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan general meeting 

yaitu rapat yang pembahasannya tidak difokuskan pada satu pembahasan. 
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11. Insentif (Insentive) 

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai 

suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar 

dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya dalam organisasi (Gorda, 2004:141). 

Menurut Koontz (1986:648), insentif dapat diberikan dalam berbagai bentuk, 

yaitu berupa uang, lingkungan kerja yang baik dan partisipasi: 

a. Uang 

Merupakan suatu yang penting diberikan sebagai perangsang dengan 

memberi uang berarti memberi alat untuk merealisasikan kehidupan pegawai. 

Hal ini dapat merangsang pegawai untuk selalu meningkatkan prestasi 

kerjanya.  

b. Lingkungan kerja yang baik 

Pemberian insentif dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kerja 

yang baik sehingga dapat diberikan pula penghargaan kepada pegawai yang 

menghasilkan prestasi yang tinggi. Dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang baik diperlukan sikap manajer yang baik dalam mendorong bawahannya 

agar giat bekerja.  

c. Partisipasi 

Cara ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan 

kesadaran melakukan tugas yaitu dengan diberikannya perhatian, kesempatan 

untuk berkomunikasi dengan atasan. Dengan partisipasi akan memberikan 

pengakuan bahwa partisipan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik dan hal ini 

memerlukan suatu dukungan dan rasa persatuan sehingga para karyawan akan 

merasa ikut ambil bagian serta keinginan untuk berpartisipasi. 

 

 

 

 



 22 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

Kapal FCB. Pelican Gem merupakan kapal Offshore Support Vessel. Fasilitas 

tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh Flex Fleet Sdn Bhd. Fakta-fakta yang 

penulis temui diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Hubungan Kerja Perwira dengan Rating di atas Kapal Tidak Harmonis  

Pada tanggal 10 Juli 2023 di Cakerawala Field di atas kapal FCB. Pelican 

Gem, Perwira dengan rating terdiri dari berbagai negara di Malaysia. Hal ini 

berakibat dalam hal adanya perbedaan budaya kerja yang telah terbentuk 

dalam diri ABK masing-masing yang secara langsung terbawa dari tempat 

asal. Perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan akan berakibat juga 

pada adanya perbedaan cara berpikir. ABK yang satu merasa lebih senior 

dibandingkan dengan ABK yang lain, sehingga ABK senior merasa lebih 

pintar dan tidak mau mendengarkan masukan dari ABK yang lain. Hal ini 

seringkali menimbulkan pertengkaran antar ABK. Sebagai contoh yang 

pernah penulis temui bahwa terjadi pertengkaran antar rating dengan perwira 

dikarenakan rasa ketersinggungan perwira, dimana rating tidak mau 

melaksanakan perintah darinya. 

2. Motivasi Kerja ABK Menurun  

Pada tanggal 5 Agustus 2023 di Pelabuhan Tok Bali Malaysia, motivasi ABK 

yang menurun terlihat saat melaksanakan pekerjaan rutin. Sebagian ABK 

hanya sungguh-sungguh bekerja pada saat Perwira sedang memperhatikan 

mereka bekerja. Tetapi setelah Perwira pergi, mereka memperlambat kegiatan 

pekerjaan mereka. Para ABK hanya menganggap perintah kerja sebagai 

sesuatu yang membebankan mereka, sehingga hasil kerjanya juga tidak 

memuaskan. Mereka akhirnya tenggelam dalam rutinitas kerja yang 

menimbulkan perasaan bosan yang pada akhirnya bisa berakibat 
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pada hilangnya semangat untuk bekerja. Tidak adanya kesadaran akan  

tanggung jawab ABK atas pekerjaanya, disebabkan motivasi yang kurang 

pada diri mereka untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Dari kejadian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perwira tidak melakukan tugas pengawasan 

sebagaimana mestinya, Karena kurangnya motivasi kerja perwira di atas 

kapal. Akibat kejadian tersebut kapal mengalami hambatan atau 

keterlambatan untuk proses pemuatan. 

 

B. ANALISIS DATA 

Dari 2 (dua) identifikasi masalah yang jadi prioritas, maka penulis memberikan 

analisis beberapa penyebab masalah tersebut dengan penjabarannya sehingga pada 

saat pemecahan masalah lebih dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan 

ringkas. 

1) Hubungan Kerja Perwira dengan Rating di Atas Kapal Tidak Harmonis  

Penyebabnya adalah : 

a. Kurangnya Perhatian Nakhoda dalam Membina Kerjasama dengan 

ABK 

Baik buruknya kinerja di atas kapal tergantung dari performa dan sifat 

seorang pemimpin. Seorang perwira merupakan teladan bagi bawahannya. 

Tata cara dan tingkah laku seorang perwira akan mempengaruhi kehidupan 

sehari-hari di atas kapal. 

Untukdapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi pelaut yang baik, 

seorang ABK yang membuat suatu kesalahan, kiranya dinasehati atau 

ditegur dari hati ke hati agar dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan 

dengan tetap berpegang pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Selain itu mengadakan peningkatan hubungan yang 

harmonis melalui komunikasi yang baik serta timbal balik antara atasan 

dengan bawahan tanpa memandang tingkat pendidikan, maupun jabatan 

dari masing-masing ABK, sesuai dengan peraturan dan prosedur dari 

perusahaan.  

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis sesama ABK, seorang 

pemimpin harus memegang teguh dalam menjalankan fungsinya, tata cara, 

ataupun prosedur yang telah digariskan oleh perusahaan dengan tidak 

mengabaikan faktor kemanusiaan dan faktor-faktor kekeluargaan. 
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Berbicara tentang kepemimpinan, harus disinggung juga mengenai 

kewibawaan seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan kehilangan 

fungsinya apabila tidak didukung dengan kewibawaan. Bahkan berbagai 

kegagalan kepemimpinan didalam menggerakan dan mengarahkan 

bawahan antara lain disebabkan oleh tidak adanya faktor kewibawaan. 

  

b. Komunikasi yang Belum Efektif antar Awak Kapal  

Setiap pimpinan di atas kapal semestinya dituntut untuk melaksanakan 

sistem manajemen kerja yang benar dan baik, untuk kelancaran 

operasional kapal. Kinerja yang dicapai dari suatu pekerjaan dapat 

ditentukan oleh faktor manusia atau tenaga pelaksana dan peralatan 

pendukung yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Dalam hal unsur 

penentu tingkat kinerja dari faktor manusia atau tenaga pelaksana ini 

adalah kemampuan, keterampilan, atau tingkat pelatihan dan pengalaman 

yang dimiliki dari manusia atau tenaga pelaksana tersebut.  

Untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, pembagian akan tugas 

sangatlah penting, apalagi saat banyak pekerjaan seperti saat perawatan 

kapal atau saat kapal naik dok. Banyak faktor yang menyebabkan target 

dari rencana kerja yang tidak tercapai, antara lain motivasi kerja yang 

kurang dan tidak adanya kemauan untuk belajar, hal ini disebabkan karena 

faktor kemalasan, faktor usia dan masalah keuangan. Faktor-faktor inilah 

yang menghambat adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan standar yang diharapkan. 

Di atas kapal FCB. Pelican Gem, Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) 

berasal dari berbagai negara yang mempunyai latar belakang budaya kerja 

yang berbeda, sehingga cara pandang masing-masing ABK dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan juga berbeda. Sebagai contoh ada seorang 

ABK yang berasal dari satu daerah merasa dirinya lebih berpengalaman 

dalam bekerja dibandingkan dengan rekannya yang berasal dari daerah 

lain, sehingga ABK ini merasa lebih baik dari ABK yang lain. Ada juga 

seorang ABK yang merasa tidak perlu cepat-cepat dalam menyelesaikan 

sebuah pekerjaan, tapi lebih mengutamakan ketelitian dalam bekerja.  
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Ada juga yang sibuk dengan dirinya sendiri dalam bekerja dan tidak mau 

mendengarkan saran ataupun bekerja-sama dengan ABK yang lain, 

sehingga dapat menghambat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, yang 

pada akhirnya memperlambat dirinya dalam bekerja. 

Dari contoh-contoh yang telah diuraikan di atas tadi, dapatlah dilihat 

kurang maksimalnya pengalaman dasar yang menghambat kerja-sama 

diantara ABK, yang seharusnya dapat bekerja-sama dalam menyelesaikan 

sebuah pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian hal ini 

juga pada akhirnya menyebabkan adanya perbedaan pandangan dalam hal 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal-hal ini pada akhirnya dapat 

berakumulasi menjadi suatu sebab adanya persaingan-persaingan yang 

berujung pada ketidakharmonisan dalam suasana kerja. 

Selain dapat menghambat proses operasional kapal, pengalaman ABK juga 

diperlukan dalam meningkatkan komunikasi dalam melaksanakan 

pekerjaan di atas kapal. Dengan pengalaman yang memadai, maka 

diharapkan ABK akan mampu melakukan komunikasi yang baik antar 

Anak Buah Kapal (ABK) maupun dengan pihak perusahaan di darat, 

sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Anak Buah Kapal (ABK) di 

atas kapal. 

Latar belakang budaya para Awak kapal juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi komunikasi di atas kapal, dikarenakan terdapat juga 

Awak kapal yang memiliki suku yang berbeda-beda. Hal inilah yang tidak 

dibimbing dengan baik oleh Nakhoda maupun Perwira, sehingga 

kekompakan antar Awak kapal diatas kapal terjadi pengkotak-kotakan, 

dimana Awak kapal lebih sering bergaul dan berkumpul antar sesama suku 

dan terkesan seperti tidak mau bergaul dengan Awak kapal yang berbeda 

suku. Masalah ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kerja diatas kapal. 

Penulis rasakan saat berada di kapal dimana penulis bekerja, ini terjadi 

dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penulis memberikan 

pengarahan dan pengertian akan pentingnya menjalin komunikasi dam 

kerja sama yang baik. 
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Awak kapal yang sudah cukup lama bekerja diatas kapal dan merasa sudah 

sangat berpengalaman, maka yang bersangkutan merasa kalau pendapat 

dan ide-idenya yang lebih benar dan harus diikuti, hal inilah juga yang 

menghambat suatu rencana kerja yang ditetapkan. 

 

2) Motivasi Kerja ABK Menurun 

Masalah ini disebabkan oleh dua faktor yaitu : 

a. Tugas Jaga ABK yang Melebihi Jam Kerja Normal 

Untuk ABK yang statusnya kerja harian maupun yang dalam posisi jaga 

normalnya bekerja selama 8 (delapan) jam dalam 24 jam pada saat kapal 

berlayar dan 12 jam dalam 24 jam pada saat di pelabuhan, karena 

mengoptimalkan kualitas kerja merupakan faktor yang masuk prioritas, 

maka ABK harus kerja lebih atau lembur. Pada saat kapal berangkat dari 

pelabuhan Awak kapal sudah kelelahan dan mereka sudah 

membayangkan pekerjaan yang akan dihadapi memerlukan kerja lebih 

sehingga mereka sudah merasa kecapaian sendiri sebelum bekerja dan ini 

menyebabkan turunnya motivasi kerja mereka.  

Tool box meeting ini sangat berhubungan dengan kegiatan kerja terutama 

dalam hal perencanaan kerja atau agenda- agenda kerja yang sebaiknya 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum diadakan suatu 

pekerjaan maka penulis selaku penanggung jawab mengadakan tool box 

meeting bagi seluruh Awak kapal yang terlibat dalam proses pekerjaan, 

didalam tool box meeting dijelaskan mengenai prosedur kerja, 

perlengkapan kerja, siapa yang melakukan pekerjaan dan hal-hal apa saja 

yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk pelaksanaan kerja yang 

aman dan efisien, tetapi dalam pelaksanaannya hal-hal yang sudah 

dibicarakan dalam tool box meeting tidak dilaksanakan sesuai prosedur, 

misalnya suatu pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh Awak kapal A 

tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh B sedangkan B sendiri sudah 

ada pekerjaannya sendiri, hal ini menyebabkan pekerjaan ganda bagi B 

sehingga menyebabkan dia kelelahan dan turunnya semangat dan 

motivasi kerja. 
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b. Suasana lingkungan kerja yang tidak kondusif 

Selain faktor dari dalam diri Perwira yaitu kurangnya pemahaman 

Perwira tentang motivasi, hal-hal yang menjadi penyebab menurunnya 

motivasi kerja ABK yaitu situasi kerja. Aspek yang mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja salah satunya adalah situasi atau lingkungan 

kerja. Akan tetapi secara praktis hal ini tidak mempunyai kaitan atau 

pengaruh langsung terhadap moral yang rendah dari ABK dan perwira 

atau terhadap sikap menolak pekerjaannya.  

Dengan lingkungan kerja yang tidak memuaskan seseorang dapat 

menimbulkan suatu hubungan sosial di atas kapal menjadi tidak harmonis 

bahkan menjadikan seseorang tidak senang pada kerjaannya. Bila Awak 

kapal sudah tidak senang di atas kapal, pasti akan terjadi gangguan-

gangguan psikis yang dapat mempengaruhi kualitas kerjanya hingga 

tidak memperdulikan lagi komitmen dan motivasi kerjanya. Gangguan 

tersebut tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, tapi juga akan 

mempengaruhi Awak kapal lain. Sehingga keselamatan dan keamanan 

pengoperasian kapal akan terpengaruh, yang pasti juga akan 

mempengaruhi keselamatan para Awak kapal yang lain. 

 

C. PEMECAHAN MASALAH 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas, maka penulis mencari pemecahan 

dalam meningkatkan motivasi kerja ABK di kapal FCB. Pelican Gem, 

diantaranya yaitu: 

1. Alternatif Pemecahan Masalah 

a. Hubungan Kerja Perwira dengan Rating di Atas Kapal Tidak 

Harmonis 

Dari analisis penyebab, Penulis mencoba menguraikan pemecahannya 

sebagai berikut : 
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1) Mempertegas Peran Kepemimpinan Nakhoda dalam Membina 

Kerjasama yang Baik dengan ABK 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a) Keteladanan Pemimpin  

Untuk menjalin hubungan kerja sama yang harmonis diperlukan 

kepatuhan dari bawahan. Kepatuhan merupakan perilaku ABK 

sesuai aturan atau prosedur yang berlaku. Tingkat kepatuhan 

dapat dimulai dari tindakan mengikuti setiap aspek aturan 

hingga mematuhi rencana. Artinya ABK dapat dikatakan patuh 

jika ia melaksanakan tugas sesuai dengan perintah yang 

diberikan kepadanya.  

Sebagai pimpinan di atas kapal Nakhoda akan memberikan 

peringatan kepada crew yang tidak mengikuti perintah atau 

order kerja sesuai dengan prosedur perusahaan, Dimana bila 

Nakhoda setelah membuat surat peringatan tetapi crew tersebut 

masih tetap saja tidak mengikuti perintah sesuai prosedur maka 

Nakhoda akan membuat keputusan terakhir yaitu dengan 

meminta kepada perusahaan untuk mengganti crew tersebut 

sesuai dengan prosedur perusahaan. Beserta Perwira seniornya 

sangat berperan penting dalam membina, menggerakkan, dan 

mengarahkan ABK agar dapat bekerja dengan penuh semangat 

dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dan misi bersama crew. 

Demikian pula dalam menilai, mengukur dan meneliti 

pelaksanaan kerja maupun hasil kerja dari anak buahnya, 

seorang Nakhoda semestinya bisa memberi penghargaan agar 

semangat para bawahan bertambah, sebab keberhasilan 

pengoperasian suatu kapal adalah atas kebersamaan dan 

kekompakan antara Nakhoda dan ABK. Kemudian untuk 

menciptakan keharmonisan antara Nakhoda dan ABK maka 

seorang Nakhoda semestinya mampu memberikan contoh yang 

baik.  
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Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasinya 

baik dalam hal pengawasan maupun arahan dalam pelaksanaan 

tugas setiap hari baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dengan demikian para ABK merasa lebih diperhatikan sehingga 

lebih dapat menumbuhkan lagi semangat dan gairah kerja 

diantara mereka. Dengan demikian pada akhirnya dapat 

menciptakan suasana kerja yang baik dan harmonis serta selaras 

dan kompak baik pada waktu jam kerja maupun di luar jam 

kerja. 

Dititikberatkan atas perilaku Nakhoda disini adalah bagaimana 

cara berkomunikasi atau cara pendekatan terhadap ABK, sebab 

hal inilah yang dinilai oleh ABK. Dalam berkomunikasipun 

haruslah jelas dan mudah dimengerti sehingga apapun yang 

diucapkan dapat dimengerti, karena bahasa adalah salah satu 

cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam perbuatan 

dan pekerjaan. Seorang Nakhoda patut mengetahui dan 

menguasai cara berkomunikasi atau pendekatan yang baik dan 

tepat agar ABK tidak merasa tersisih, tertekan, tersinggung, dan 

merasa hanya dianggap sebagai tempat untuk menampung 

segala kemarahan dan kesalahan. 

Meningkatkan kesadaran Nakhoda akan pentingnya ilmu 

kepemimpinan dengan memperhatikan komponen 

kepemimpinan itu sendiri, dengan keterangan sebagai berikut : 

(1) Maksud tujuan, Nakhoda yang memahami ilmu 

kepemimpinan akan menggunakan kecakapannya dan 

melakukan tindakan dengan memegang teguh maksud 

tujuan organisasi. Dengan cara ini maka ia akan tetap fokus 

dan konsisten. 

(2) Pengetahuan, Nakhoda yang memiliki pengetahuan tentang 

permasalahan yang ada di kapal dalam berpendapat dan 

bertindak akan dilakukan secara bijaksana dengan 

mempertimbangkan aspek yang terkait di dalam masalah 

tersebut. Pengetahuan ini di temukan di seluruh organisasi 
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dan lingkungannya, tetapi perlu di bagi dengan yang 

memiliki pengetahuan itu. 

(3) Otoritas, Nakhoda perlu memahami dan mempunyai 

wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak, 

tetapi juga mengerti bahwa semua yang terlibat dan 

terimbas akibatnya perlu juga memiliki otoritas untuk 

menyumbangkan apa yang mereka miliki guna mencapai 

tujuan bersama. 

(4) Kepercayaan, Nakhoda sebaiknya memberi inspirasi dan 

mendapat kepercayaan dari seluruh ABK dan 

lingkungannya. Tanpa kepercayaan dan pengetahuan maka 

orang takut menggunakan otoritasnya. 

Selain hal tersebut di atas, seorang Nakhoda semestinya 

mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi gaya-gaya 

kepemimpinan tersebut agar terlaksananya kepemimpinan 

berkualitas yang efektif. Dengan demikian seorang Nakhoda 

dapat menggunakan berbagai macam gaya kepemimpinan 

disesuaikan beberapa faktor seperti tersebut di atas untuk 

mencapai kepemimpinan berkualitas yang efektif. Adakalanya 

Nakhoda menerapkan gaya kepemimpinan birokratis, dimana 

semua kegiatan di atas kapal berajalan berdasarkan aturan baku 

yang telah di tetapkan. 

Di situasi lainnya mengubah gaya kepemimpinannya menjadi 

partisipatif untuk meminta masukan mengenai kebijakan-

kebijakan untuk meningkatkan kerja sama dan kepedulian 

terhadap para anggotanya. Atau dapat berubah menjadi 

autokratis bila di butuhkan ketegasan menyangkut masalah-

masalah krusial perihal keselamatan jiwa di atas kapal. Seperti 

yang telah di sebutkan bahwa seorang Nakhoda yang memahami 

ilmu kepemimpinan mampu mengenali dirinya dan 

lingkungannya, dengan demikian mampu memutuskan gaya 

kepemimpinan apakah yang semestinya ia gunakan untuk 

menciptakan kepemimpinan berkualitas yang efektif. 
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b) Gaya Kepemimpinan Perwira  

Gaya kepemimpinan adalah ciri dari seorang Perwira dalam 

melakukan kegiatannya seperti membimbing, mengarahkan, 

mempengaruhi dan menggerakkan ABK dalam rangka mencapai 

tujuan. Adapun gaya kepemimpinan yang cocok untuk 

dilaksanakan oleh seorang Perwira di atas kapal adalah 

gabungan dari gaya otokratik dan demokratik. 

Perwira sebagai pimpinan di atas kapal semestinya bersikap dan 

bertindak fleksibel (tidak kaku) dalam menghadapi ABK, harus 

mengetahui kapan bersikap keras dan kapan bersikap lunak. 

Pemimpin wajib berusaha membawa mereka untuk dipimpin 

menuju ke tujuan dan cita-cita tanpa mengabaikan pendapat dan 

saran yang positif dari bawahan. Dalam situasi konkret hanya 

pemimpin sendirilah yang tahu dan dapat menentukan gaya apa 

yang sebaiknya diambil dalam situasi dan kondisi yang ada. 

Kepandaian menentukan gaya kepemimpinan yang tepat dalam 

situasi konkret pada kenyataannya tidaklah mudah. 

Sifat kepemimpinan merupakan kualitas pribadi dari seseorang, 

yang sangat berguna, bagi seorang pemimpin dalam 

menjalankan kepemimpinannya, dan merupakan sikap dan 

tingkah laku yang dapat dilihat dan dicontoh oleh 

lingkungannya. Oleh karena itu sifat-sifat kepemimpinan dapat 

dipelajari dengan menjalani dan memahami sifat-sifat 

kepemimpinan seseorang. Pemimpin dapat menganalisa dirinya 

guna kepentingannya. Keberhasilan suatu kepemimpinan 

tergantung pada kemampuan, usaha dan kegiatan orang itu 

sendiri dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas 

pribadinya. 

Untuk dapat menyusun suatu program latihan yang tepat dan 

sukses, langkah pertama yang perlu diambil ialah menentukan 

tujuannya yaitu tujuan latihan yang akan diprogramkan. Tujuan 

perlu kejelasan dan tegas, karena tujuan menjadi pedoman bagi 
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penentuan kebijakan pengadaan training dan pendidikan 

kepemimpinan.  

Langkah kedua ialah menentukan, kebutuhan latihan, yaitu dari 

segi keterampilan apa yang sangat dibutuhkan oleh seseorang 

untuk dapat menjadi pemimpin yang efektif. Dengan kata lain, 

keterampilan dan pengetahuan apa yang masih belum dikuasai 

oleh Perwira kapal dan perlu ditingkatkan. Teknik survei 

kebutuhan latihan atau "training needs survey" dapat dilakukan 

dengan pengamatan wawancara dan sebagainya. Langkah ketiga 

ialah memberikan motivasi untuk mengadakan perubahan sikap, 

dapat melancarkan komunikasi, serta membangun kerja sama 

dengan semua pihak yaitu dengan atasan, teman sejawat yang 

sederajat dan dengan bawahan. Perlu ditambahkan, bahwa usaha 

mempersiapkan calon-calon pemimpin dan mengembangkan 

kemampuan para pemimpin itu tidak selalu wajib melalui 

latihan-latihan khusus yang formal (pendidikan khusus) saja, 

melainkan juga dapat dilaksanakan sambil bekerja di tengah 

lingkungan kerja di kapal. 

Pemahaman tentang fungsi atau kegunaan aturan-aturan 

perusahaan dikapal terutama dalam mempersiapkan suatu 

pekerjaan sangat diperlukan, aturan-aturan perusahaan dari 

sebuah kapal sangat bervariasi dan banyak serta fungsi 

kegunaan dari masing-masing aturan-aturan perusahaan tidak 

sama. Awak kapal dalam susunan organisasi kapal adalah 

sebagai tenaga pelaksana. Tenaga pelaksana adalah faktor yang 

menunjang keberhasilan atau tidak berhasilnya suatu pekerjaan. 

Awak kapal sebagai pelaksana dilapangan akan menentukan 

operasional kapal sebagai bagian dalam organisasi kapal. 

Dalam hal ini tujuan organisasi yang dimaksud adalah 

terlaksananya pekerjaan yang diberikan kepada ABK baik dalam 

hal perawatan kapal maupun waktu kapal beroperasi. Semua 

harapan dan rencana yang diharapkan diatas tidak akan tercapai 

jika sumber daya manusia bersikap apatis dan semaunya. 
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2) Sering Diadakan General Meeting Dengan Awak kapal 

Sebagai seorang Nakhoda yang berkualitas, tentu dapat 

mengkoordinasi anak buahnya di dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan yang dihadapi, sebab ada kalanya kita mendapat suatu 

pekerjaan yang mungkin memakan waktu lama misalnya proses 

pembongkaran namun banyak kru yang sering mengabaikan perintah 

Nakhoda karena tidak diberitahu tentang tugas dan fungsinya. Awak 

kapal pada saat melakukan pekerjaan, alangkah baiknya jika sebelum 

melaksanakan pekerjaan diadakan general meeting yang dipimpin 

oleh Nakhoda dengan menunjuk Mualim I sebagai kepala kerja. 

Didalam general meeting ini seorang Nakhoda memberi arahan 

kepada kru, tentang posisi masing-masing dan juga memberitahukan 

kepada kru tersebut, agar dapat mendengarkan instruksi yang 

diberikan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, Nakhoda menunjuk 

Mualim I sebagai kepala kerja sebagai pemberi instruksi di lapangan. 

Disamping itu, ada juga monthly report, yang salah satu diantaranya 

adalah Monthly Safety Metting, yang mana kapal dituntut untuk 

melakukan general meeting minimal sebulan sekali dan filenya 

dikirim ke kantor sebagai monthly report. 

Dalam general meeting tersebut Nakhoda perlu menyampaikan hal-

hal sebagai berikut:  

a) Melakukan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan  

Untuk mencapai peningkatan kinerja ABK maka tingkat kualitas 

perencanaan kerja yang baik adalah hal yang mutlak 

dilaksanakan dan rencana yang sudah dibuat wajib dijalankan 

dengan konsisten, sehingga pelaksanaan kerja sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Mengingat begitu banyak pekerjaan di atas kapal, maka seluruh 

ABK yang ada di atas kapal wajib dibuatkan suatu perincian 

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing ABK. 

Sebaiknya juga diperhatikan latar belakang pendidikan dan 
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pengalaman masing-masing ABK, dan kemudian juga diadakan 

rolling (pergantian) waktu dari setiap tugas jaga masing-masing. 

Dengan adanya perputaran tersebut, maka seluruh ABK 

senantiasa merasa lebih mendapatkan sesuatu yang baru dan 

tentunya lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh ABK. 

b) Memberikan pemahaman tugas dan tanggung jawab ABK  

Pengorganisasian yang merupakan pengelompokkan tentang 

tugas/pekerjaan, jenis pekerjaan, tanggung jawab dan 

wewenang. Sebagai alat transportasi laut sebuah kapal memiliki 

berbagai macam peralatan dan perlengkapan serta mesin-mesin 

penggerak yang dioperasikan oleh manusia dalam hal ini 

Mualim satu dan ABK. Didalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dituntut suatu pengetahuan, keterampilan, 

keseriusan dan ketelitian terutama dalam hal mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja yang dapat berakibat fatal bagi 

keselamatan jiwa dari ABK itu sendiri dan keselamatan 

pelayaran. 

Dari berbagai jenis kecelakaan misalnya seperti jatuh ke laut, 

tertimpa benda jatuh, tertumbuk benda keras, terjepit, terbakar, 

atau terkena tegangan listrik, hal ini tentu akan berakibat fatal 

bagi ABK dan dapat mengakibatkan kematian, cacat, gangguan 

kejiwaan dan kesedihan keluarga. Sementara dipihak perusahaan 

akan berakibat terhambatnya pengoperasian kapal, biaya 

pengobatan, kerusakan peralatan, sehingga membutuhkan biaya 

tambahan, dan merupakan suatu kerugian bagi perusahaan. 

Dibutuhkan kedisiplinan tinggi dalam melaksanakan tugas 

melalui kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Hal 

ini perlu juga disertai perilaku dan sikap mental seorang 

pemimpin yang mampu membimbing dan mengarahkan ABK ke 

arah disiplin tinggi dalam merawat kapal atau menggunakan 

alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Pimpinan di atas 

kapal harus selalu berusaha untuk bekerjasama dengan baik 
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sebagai wujud tanggung jawab dan wewenang yang telah 

dipercayakan perusahaan kepadanya. 

Dalam melaksanakan wewenang yang diberikan perusahaan, 

Nakhoda sebagai pemimpin di atas kapal bersama Mualim 1 

sebagai pembantunya wajib bekerja dengan baik agar 

tercapainya tujuan perusahaan. Seorang pemimpin perlu selalu 

mengawasi atau mengendalikan para Mualim dan bawahannya. 

Merupakan suatu tantangan bagi seorang pemimpin untuk 

mengawasi dan mengkoordinir para ABK, karena perilaku 

masing-masing orang berlainan, hal tersebut dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan dan juga latar belakang sosial para ABK itu 

sendiri. 

 

b. Motivasi Kerja ABK Menurun 

Alternatif pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1) Pembagian Tugas Jaga ABK Secara Proposional  

Di kapal FCB. Pelican Gem, pekerjaan sehari-sehari dilakukan oleh 

anak buah kapal bagian deck, mesin dan bagian dapur juga, untuk 

bagian deck adalah AB, sedangkan untuk mesin yaitu yang kerja 

yang bergantian untuk para masinis, dalam hal ini Chief Engineer, 

2
nd

 Engineer, 3
rd

 Engineer, sedangkan untuk Catering Departmen 

bertugas untuk menyiapkan makanan tambahan selama melakukan 

pekerjaan lembur. Nakhoda dalam hal ini diwakilkan kepada mualim 

satu mencatat jumlah jam kerja lembur yang telah ABK lakukan dan 

membuat jadwal libur untuk mengganti lembur yang telah Awak 

kapal kerjakan yang sekiranya tidak mengganggu proses 

pengoperasian kapal dan melaporkannya kepada nakhoda untuk 

mendapatkan persetujuannya. 

Mualim satu sebagai perwira tertinggi di departement dek perlu 

memperhatikan pembagian tugas jaga ABK secara proposional. 

Pembagian tugas jaga ini harus mengacu pada aturan MLC sehingga 

masing-masing dari mereka mendapatkan tugas sesuai dengan 
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porsinya masing-masing. Disamping itu, Mualim I perlu melakukan 

kontrol langsung terhadap pelaksanaan tool box meeting setelah ada 

laporan pelaksanaan pekerjan yang tidak sesuai dan Mualim 1 (satu) 

berkoordinasi dengan Nakhoda (Penulis) sebagai penanggung jawab 

mengatur jadwal jaga pada saat ditengah laut yaitu sistim jaga 6 jam 

bagi Perwira 2 (dua) dan mualim 3 (tiga) sehingga Mualim 1 (satu) 

tidak jaga dan hanya fokus pada pekerjaan tertentu saja. 

ABK termotivasi bekerja, karena dia berharap, bahwa hanya dengan 

bekerja kebutuhannya dapat terpenuhi, seperti mendapat pujian dari 

Perwira, promosi, upah yang tinggi dan lain-lainya. Kemudian ada 

juga yang lebih banyak bicara dari pada bekerja, karena dia 

termotivasi agar dia dapat diterima oleh rekan-rekan kerjanya, dan 

menunjukkan keberadaannya (eksistensinya) sebagai ABK. 

Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarki. Tingkat kebutuhan 

yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang 

tertinggi adalah kebutuhan akan perwujudan diri. 

 

2) Meningkatkan Keharmonisan Antar ABK Dengan Mengadakan 

Acara Pada Periode Waktu Tertentu 

Hubungan kerja yang harmonis memiliki peran penting terhadap 

motivasi kerja ABK. Dengan keharmonisan antar crew sehingga 

antara satu dengan yang lainnya dapat bekerja sama dalam 

melaksanakan pekerjaan. Untuk itu diperlukan upaya untuk 

mewujudkan keharmonisan antar crew di atas kapal. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan antar 

crew yaitu dengan cara mengadakan acara bersama crew pada 

periode waktu tertentu, seperti saat hari raya. Dengan demikian rasa 

kekeluargaan antara crew satu dengan yang lain lebih erat, sehingga 

akan berdampak juga pada keharmonisan antar crew saat 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

Berbicara mengenai kerjasama sudah jelas itu mencakup lebih dari 

satu orang atau kelompok. Kerjasama ini di manapun keberadaannya 

sangat diperlukan dalam kehidupan keseharian terkecuali kerjasama 
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dalam hal yang tidak benar. Di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

khususnya, kerjasama sangatlah perlu di utamakan. Tetapi terkadang 

hal tersebut terlupakan karena terkalahkan oleh sifat ego seseorang 

atau sifat semaunya sendiri.  

Terkadang seseorang merasa bisa atau tidak senang/tidak cocok 

terhadap rekan kerja yang lainnya. Apa yang terjadi bila hal tersebut 

terjadi di atas kapal?. Sudah barang tentu pekerjaan tidak akan bisa 

dengan cepat terselesaikan. Untuk itu perlu sekali sebagai Nakhoda 

atau Perwira mencari penyebab-penyebab tidak terjadinya suatu 

kerjasama atau kebersaman. Dengan cara melakukan pendekatan 

terhadap beberapa individu/perseorangan untuk menyatukan mereka. 

Berbicara dari hati ke hati perlu dilakukan untuk bisa mengetahui 

dan menyelesaikan setiap persoalan.  

Tidak selamanya berkedudukan sebagai Nahkoda atau Perwira perlu 

berada di anjungan secara terus menerus selama bekerja tetapi turun 

berbaur dan berbagi dengan awak kapal yang lainnya perlu 

dilakukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi 

mereka. Kemampuan memimpin seorang Nakhoda akan ditentukan 

oleh kemampuan analitis dan keterampilan operasionalnya. Bisa 

mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan kerja yang 

mempengaruhi dedikasi dan komitmen ABK pada pekerjaannya. 

Faktor itu antara lain: 

a) Faktor Ekonomi (upah) 

Manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Salah satunya adalah untuk mendapatkan gaji. Dengan 

gaji/penghasilan tersebut manusia dapat membiayai hidupnya. 

Nakhoda sebagai pimpinan sebaiknya memperhatikan masalah 

gaji dan sistem penggajian untuk kepentingan anak buahnya 

dengan cara: 

(1) Mengusulkan kepada perusahaan/owner agar gaji ABK 

(Anak Buah Kapal) dibayar sesuai dengan jadwal atau lebih 

awal setiap bulannya.  
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(2) Memperhatikan upah-upah lembur atau bonus dalam bentuk 

yang lain yang menjadi hak anak buahnya.  

(3) Mengajukan permohonan kenaikan gaji bagi anak buah 

yang sudah pantas mendapatkannya. Karena biasanya ada 

beberapa yang menggunakan sistem penggajian berkala dan 

tunjangan jabatan. 

(4) Mengusahakan pinjaman dari kantor bagi anak buah yang 

betul-betul memerlukan setelah diketahui alasan yang 

benar. 

(5) Mengumpulkan uang dengan suka rela antar sesama ABK 

untuk membantu ABK yang mendapat musibah. 

b) Faktor Fisik 

Yaitu menyangkut lingkungan dan sarana kerja yang baik. 

Lingkungan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan akan sangat 

berpengaruh pada anak buah kapal. Maka seorang Nakhoda 

harus memperhatikan : 

(1) Melengkapi peralatan kerja di atas kapal dengan 

mengajukan permintaan ke perusahaan. Karena peralatan 

kerja merupakan kebutuhan yang vital dan bersifat 

permanen maka perlu penginventarisasian dan pemeliharaan 

yang baik. 

(2) Melengkapi alat-alat keselamatan (safety equipment) sesuai 

yang disarankan oleh undang-undang yang berlaku.  

(3) Melengkapi alat-alat navigasi dan alat-alat komunikasi. 

Semakin lengkap dan canggih suatu alat, semakin 

memudahkan proses penyelesaian suatu pekerjaan yang 

dijalankan. Dan dapat menutupi kekurangan  yang tersedia 

dalam beberapa hal tertentu. 

(4) Memperhatikan ruang akomodasi kapal dan 

kelengkapannya. Lingkungan yang baik dan bersih dapat 

menambah semangat orang yang tinggal di dalamnya. Alat-

alat hiburan seperti TV, Video, Radio Tape dan lain-lain 
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dapat dijadikan sarana komunikasi antar sesama ABK untuk 

mencegah rasa jenuh di atas kapal.  

(5) Menyediakan makanan yang cukup dan bergizi tinggi. 

Nakhoda yang baik pasti akan memperhatikan masalah ini. 

Dalam banyak hal, masalah makanan ini dapat membawa 

akibat yang serius di atas kapal. Khusus untuk kapal 

FCB.Pelican Gem yang beroperasi 24 jam, maka masalah 

makanan ini tidak dibatasi oleh perusahaan atau kadang-

kadang oleh pencharter sendiri. Store dibuka 24 jam. 

Disamping ada jam-jam khusus untuk makan, maka awak 

kapal dapat membuat makanan sendiri tanpa harus 

mengganggu tugas-tugas pokoknya. 

 

2. Evaluasi terhadap Alternatif Pemecahan Masalah 

a. Hubungan Kerja Perwira dengan Rating di Atas Kapal Tidak 

Harmonis 

1) Mempertegas Peran Kepemimpinan Nakhoda dalam Membina 

Kerjasama yang Baik dengan ABK 

Keuntungannya: 

a) Mempertegas peran kepemimpinan nakhoda dapat 

meningkatkan kedisiplinan dan koordinasi di atas kapal. 

b) Membina kerjasama yang baik dengan ABK akan meningkatkan 

efisiensi operasional dan keselamatan kapal. 

c) Peran kepemimpinan yang kuat dapat membantu mengatasi 

konflik dan masalah di antara anggota kru. 

Kerugiannya: 

a) Peran kepemimpinan yang terlalu otoriter dapat menciptakan 

ketegangan dan konflik antara nakhoda dan ABK. 
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b) Ada risiko bahwa nakhoda yang terlalu kuat dapat mengabaikan 

masukan dan pendapat ABK, yang dapat mengurangi motivasi 

dan partisipasi mereka. 

c) Memperkuat peran kepemimpinan memerlukan keterampilan 

manajerial yang baik, dan jika nakhoda tidak memiliki 

keterampilan ini, hal tersebut dapat memperburuk situasi. 

 

2) Sering Diadakan General Meeting Dengan Awak kapal 

Keuntungannya: 

a) General meeting dapat menjadi platform untuk berkomunikasi, 

mendengar masukan, dan memecahkan masalah bersama antara 

perwira dan ABK. 

b) Dengan berpartisipasi dalam pertemuan ini, ABK dapat merasa 

lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan merasa 

didengar. 

c) Ini dapat memperbaiki pemahaman bersama tentang tujuan dan 

tanggung jawab masing-masing ABK. 

Kerugiannya: 

a) Jika general meeting terlalu sering diadakan, ini dapat 

mengganggu produktivitas di kapal dan mengganggu pekerjaan 

sehari-hari. 

b) Perlu waktu untuk mengatur dan menghadiri pertemuan 

tersebut, yang dapat mengganggu operasional kapal. 

c) Penting untuk memastikan bahwa pertemuan tersebut efektif, 

sehingga masalah sebenarnya dapat diatasi dan tidak hanya 

menjadi formalitas rutin. 
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b. Motivasi Kerja ABK Menurun 

1) Pembagian Tugas Jaga ABK Secara Proposional  

Keuntungannya: 

a) Pembagian tugas jaga yang proposional dapat membantu 

mengurangi beban kerja yang tidak merata di antara ABK, yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi mereka. 

b) Hal ini dapat mencegah rasa tidak puas dan konflik yang 

mungkin muncul jika beberapa ABK merasa mereka memiliki 

beban kerja yang tidak adil. 

 

Kerugiannya: 

a) Pembagian tugas jaga yang proposional mungkin sulit dilakukan 

jika ada perbedaan dalam keterampilan dan pengalaman di 

antara ABK. 

b) Hal ini dapat memerlukan waktu ekstra untuk merancang dan 

mengelola jadwal tugas jaga yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keterampilan individu. 

c) Masih mungkin ada ketidakpuasan meskipun upaya yang adil, 

tergantung pada persepsi individu. 

2) Meningkatkan Keharmonisan Antar ABK Dengan Mengadakan 

Acara Pada Periode Waktu Tertentu 

Keuntungannya: 

a) Acara-acara ini dapat membangun hubungan yang lebih kuat 

antara ABK dan meningkatkan keharmonisan di antara mereka. 

b) Meningkatkan keterlibatan sosial di antara ABK dapat 

membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan motivasi 

kerja. 

c) Perasaan persatuan dan kerjasama dapat meningkatkan efisiensi 

dan keselamatan di atas kapal. 
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Kerugiannya: 

a) Mengadakan acara-acara tersebut memerlukan waktu yang benar 

benar diperlukan. 

b) Beberapa ABK mungkin tidak tertarik atau tidak dapat 

menghadiri acara-acara tersebut, yang dapat meninggalkan 

beberapa anggota kelompok merasa terpinggirkan. 

c) Penting untuk memastikan bahwa acara-acara tersebut tidak 

mengganggu jadwal operasional kapal. 

 

3. Pemecahan Masalah yang Dipilih 

a. Hubungan Kerja Perwira dengan Rating di Atas Kapal Tidak 

Harmonis 

Berdasarkan evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah di atas, 

maka solusi yang dipilih untuk mengatasinya yaitu sering diadakan 

general meeting dengan awak kapal 

b. Motivasi Kerja ABK Menurun 

Berdasarkan evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah di atas, 

maka solusi yang dipilih untuk mengatasinya yaitu meningkatkan 

keharmonisan antar ABK dengan mengadakan acara pada periode waktu 

tertentu. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Dari pembahasan masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

    1. Kuranganya perhatian Nahoda dalam membina Kerjasama dengan ABK  

        berdampak terhadap hubungan kerja perwira dengan rating di atas kapal 

        tidak harmonis. 

           2. Komunikasi yang belum efektif antar awak kapal sehingga hubungan kerja 

               di atas kapal kurang harmonis. 

     3. Tugas jaga ABK yang melebihi jam kerja normal menyebabkan motivasi 

         kerja ABK menurun yang disebabkan kurangnya perhatian kepada mereka. 

     4. Suasana lingkungan kerja yang tidak kondusif menyebabkan pekerjaan tidak 

         dilaksanakan dengan baik, sehingga berdampak pada penumpukan pekerjaan 

         yang belum terselesaikan. 

 

B. SARAN 

Untuk meningkatkan kinerja ABK dalam menunjang kelancaran operasional 

kapal, maka penulis menyarankan: 

           1. Nakhoda kapal meningkatkan peran dalam membina kerja sama yang 

               baik dengan ABK. 

           2. Nakhoda kapal sering mengadakan general meeting dengan semua awak 

               kapal untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis di atas kapal. 
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           3. Perlu dilakukan pembagian tugas jaga secara proposional dengan mengacu 

               pada aturan MLC Tahun 2006, agar ABK mendapatkan tugas sesuai porsinya 

               masing- masing. 

           4. Nakhoda hendaknya menjalin keharmonisan antar crew di atas kapal dengan 

               mengadakan acara bersama ABK pada periode waktu tertentu seperti saat 

               hari raya agar pekerjaan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. GENERAL MEETING DI ATAS FCB.PELICAN GEM 

 

                        

2. SAFETY MEETING DI ATAS FCB.PELICAN GEM 
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3. GAMBAR FCB. PELICAN GEM PADA SAAT MELAKSANAKAN 

    KEGIATAN OPERASI DI CAKERAWALA FIELD MALAYISA 
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4. GAMBAR FCB.PELICAN GEM PADA SAAT DRY DOCKING 
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3.1 PURPOSE 

 

The purpose of this procedure is to describe the activities and controls necessary 

to ensure that:  

• Vessels are adequately manned with suitably qualified, certificated, trained 

and medically fit Master, Officers, Engineers and ratings in line with the 

revised STCW Code and the ISM Code requirements and where necessary in 

compliance with the Flag State Administration and Ministry of Manpower 

requirements. 

• Training needs of the seafarers employed by the Company are identified and 

addressed.    

 

3.2 SCOPE 

 

This procedure applies to the recruitment, selection and appointment of the vessel 

crew, the regular appraisal and training to meet the Company’s objectives.  

 

 

3.3 RESPONSIBILITY 

 

The Crewing Department is responsible for ensuring that: 

• the Company has sufficient suitably qualified, and competent vessel crew 

available at all times to adequately man the vessels, 

• the Masters, Officers, Engineers and ratings have valid professional license 

of and endorsements which comply to revised STCW Code and Flag State 

Administration requirements, 

• the crew are medically fit in accordance with national and international 

requirements, 

• the maintenance of vessel crew personnel records 

• all crew have the required training prior to their appointment to a ship 

• the training needs for vessel crew, where appropriate is follow-up accordingly  

• for crew appraisal, the operations superintendent will take charge of the 

appraisal for Master while technical superintendent will handle the appraisal 

of Chief Engineer. 

 

The Master and/or Chief Engineer are responsible for: 

• Submitting appraisal reports when a member of the crew signs-off, when 

Master or Chief Engineer sign off, when Master wants to promote Chief 

Officer to Master, When Chief Engineer wants to promote 2nd Engineer to 

Chief Engineer or 3rd Engineer to 2nd Engineer, and when Master or Chief 

Engineer is not satisfied with the performance of their subordinate. 
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• Organizing onboard induction and familiarization of crew members joining 

the vessel for the first time. 

• Evaluating the appraisals and identifying any additional training needs. 

 

3.4 PROCEDURE FOR RECRUITMENT AND SELECTION OF VESSEL’S 

CREW 

 

1. Masters, Officers and crew are required to have an adequate command of 

English. The company will endeavor to ensure there is a common language 

between Officers and ratings on board all vessels in accordance with IMO - 

ISM Code requirements. 

 

2. Crewing Unit will screen all applicants’ certificates to ensure that it is 

authentic, and their resumes meet the position requirements and the general 

requirement as per Section 3.9. Below guideline shall be referred: 

1) Exhibit 036 – Criteria for Recruitment of Ship Staff shall be referred. 

2) Applicant’s previous employer shall be contacted to verify and validate 

the applicant’s job experience is genuine. In addition, Seafarer discharge 

book and authority’s online system shall also be used as reference.  

3) Authority issuing the applicant’s certificate shall be liaised to verify and 

validate the authenticity of the certificate. 

 

3. Upon reviewing all applicants and should vacancy arise, selected applicants  

will be shortlisted for interview. 

 

4. The interviewer will be given Form F13 - Crew Interview Evaluation and 

the applicant’s resume. For Officer’s Application, form F15 - Criteria 

Checklist for Recruitment of Shipboard Officer shall be used together with 

form F13. Marine Superintendent will screen all Deck Officers and Deck 

Ratings while Technical Superintendent will screen all Engineers and Engine 

Ratings with the assistance from a standard list of interviewing questions. 

 

5. After the interview, the interviewer will complete the evaluation and sign off 

before submitting to Crewing Unit. 

 

6. Crewing Unit will compile the evaluation along with the resume of the 

applicant and then submit to General Manager. If further interview is required, 

Crewing Unit will arrange by repeating Step 4 and 5. 

 

7. General Manager will review and approve the evaluation of the interview 

result concluded. 
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8. Crewing Unit will conduct background security check to the applicant after 

the applicant has been selected for the position and if the result shows that the 

applicant’s criminal record is clean, Crewing Unit will inform the applicant 

to report to the office. 

 

 

9. Before joining the vessel, the newly arrived crew will report to the Crewing 

Unit who will ensure that: 

a) The Letter of Appointment / Contract and Articles of Agreement are 

signed 

b) All travel documents are surrendered to the Company 

c) Manning License and Certificates are submitted 

 

 

3.5 FAMILIARIZATION 

 

Upon joining the company, the crew shall need to undergo familiarization. There 

are 2 types of familiarization for the vessel crew. 

 

No. Types & 

Description 

By To Frequency 

1 Office 

Familiarization 

Familiarization 

conducted at the 

company’s office in 

order to make 

participant 

understood on the 

SMS Manual 

implementation and 

functions of the 

shore side support 

towards vessel 

operation. 

HSE Unit, 

Marine Unit, 

Operations 

Unit, 

Technical 

Unit, and 

Crewing Unit 

Master and 

Chief 

Engineer 

Compulsory 

for 1st timer. 

 

Annually for 

refresher 

 

To be 

conducted 

before Master 

and Chief 

Engineer join 

the vessel 

 

 

2 Vessel 

familiarization 

Familiarization 

conducted on board 

the vessel in order to 

make the signed-on 

crew understood on 

Current 

Master, Chief 

Engineer, 

Chief Officer 

or 2nd 

Engineer 

Incoming 

vessel crews 

(including 

Master) 

Compulsory 

for every sign 

on session 

 

To be 

conducted 

within 2 
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the SMS 

implementation and 

layout of the vessel. 

weeks from 

the date of the 

sign on of the 

incoming 

crews 

 

Office familiarization shall utilize form F3 - Shore Side Familiarization 

Checklist. All aspects to be briefed to the Master and the Chief Engineer have 

been incorporated inside the form. 

 

Vessel familiarization shall utilize form F1 - Vessel Familiarization Checklist. 

All aspects to be briefed have been incorporated inside the form.  

3.5.1 Handover Procedure 

 

Apart from familiarization, the current (outgoing) Master, Chief Officer, Chief 

Engineer, and 2nd Engineer shall also conduct proper handover to the incoming 

Master, Chief Officer, Chief Engineer, or 2nd Engineer by using below forms 

respectively: 

a) For incoming Master and Chief Officer: Form F8 – Deck Officer’s 

Handover Report 

b) For incoming Chief Engineer and 2nd Engineer: Form F9 – Engineer’s 

Handover Report 

 

Handover shall be made face to face between the outgoing and the incoming. In 

the event that the current (outgoing) Master, Chief Officer, Chief Engineer, and 

2nd Engineer are not able to conduct a face to face handover, they shall need to 

prepare the handover notes using the respective forms (Form F8 or F9) properly 

before signing off and pass to the respective superintendents. The superintendents 

shall brief the content of the note to the incoming Master, Chief Officer, Chief 

Engineer, or 2nd Engineer  

 

 Relief of Master  

 

Before assuming command of a vessel, incoming Master consults with the 

outgoing Master regarding the following:  

a) Vessel: 

• Overall material condition.  

• Adequacy of crew qualification, performance and manning.  

• Technical and maneuvering characteristics.  

• Other matters necessary for her safe and efficient operation.  

• Training on particular attention is paid to following:  



 
 
 
 
 
 

 

FLEX FLEET SDN BHD – SMS MANUAL Revision No : 5 
Date Issued : February 1, 2021 

CHAPTER 3 
MANAGEMENT OF VESSEL CREW 

Prepared By : DPA 
Approved By : GM 
Page : 5 of 19 

• Equipment: Propulsion and control, Deck, Navigation, 

Communication, Cargo handling, and Safety and lifesaving 

• Cargo on board 

 

It is the duty of outgoing Master to bring to the incoming Master's attention 

any pertinent information that may assist him in the safe and time/cost 

efficient operation of vessel. 

 

When time permits, outgoing and incoming Masters:  

• Make a thorough inspection of the vessel.  

• Review vessel's current operations.  

 

Review status of:  

• Fuel.    •     Provisions.  

• Water.    •     Stores. 

• Spare parts.                      •     Cargo. 

• Requisitions.   •     Defect Reports. 

 Relief of Chief Officer 

 

Upon joining a vessel and before assuming his duties, the Chief Officer reports to 

the Master. Subsequently, incoming Chief Officer:  

a) Conducts a thorough inspection of Deck Department’s spaces, systems and 

equipment. Inspection includes:  

• Review of any peculiar conditions that are relevant to cargo system.  

• Familiarizes himself with all navigational and safety relevant equipment 

onboard. 

• Familiarizes himself with all Ship Security Officer’s duties.  

• Checks Deck Work Book and Self-Inspection Program records. 

• Consults with Chief Engineer and discusses ongoing vessel maintenance.  

b) Reports any unsatisfactory conditions found to Master. 

 

 Relief of Chief Engineer 

 

Upon joining a vessel and before assuming his duties, the Chief Engineer reports 

to the Master.  

 

Subsequently, incoming Chief Engineer:  

a) Conducts (in company with off-going Chief), a thorough inspection of vessel, 

its machinery and all Engineering Department’s spaces, systems and 

equipment. Inspection includes familiarization with:  
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b) Overall condition of main engines propulsion plant and power generating 

plant.  

c) Routine maintenance (carried out, in progress, and outstanding).  

d) Status of the Self-Inspection Program.  

e) Repairs (carried out, in progress and deferred repairs).  

f) Diagrams, blueprints and instruction books.  

g) Information relevant to performance of systems and equipment of 

Engineering department.  

h) Daily consumption of fuel oil, water, lubricating oil(s) and stores when at sea 

and in port.  

i) Fuel oil, water, lube oil(s) and stores remaining onboard.  

j) Proper operation of the oily water separator equipment where fitted.  

k) Condition of bilges, waste oil and oily water tanks. 

l) Completion of logs and records. 

m) Assumes custody of all Engineering Department relevant books, documents, 

manufacturers’ instructions, diagrams and calibration tables. 

 

 Relief of 2nd / 3rd Engineer 

 

Upon joining a vessel and before assuming his duties, reports to Chief Engineer.  

 

 Conducts (in company with off-going engineer), a thorough inspection of 

Engineering Department’s spaces, systems and equipment. Reports any 

deficiencies found to Chief Engineer.  

 

Familiarizes himself with:  

a) Location and operation of all safety equipment onboard.  

b) Work accomplished and work in progress. Assumes custody of all 

documentation (publications, correspondence etc.) assigned to his particular 

position. 

 

3.6 HOURS OF REST 

 

“Hours of rest” means a period during the seafarer is free to dispose of his time 

and movements. Meal breaks taken during hours of work shall not be considered 

as “hours of rest”. 

 

Every seafarer on board is entitled to hours of rest, and the hours of rest shall not 

be less than 

a) 10 hours in any 24-hour period, nor 

b) 77 hours in any 7-day period. 
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The minimum hours of rest may be divided into no more than two periods, one of 

which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive 

periods of rest shall not exceed 14 hours. 

 

Masters are entitled to interrupt and suspend Crews’ rest hours if necessary, in 

order to: 

a) Guarantee the immediate safety of the vessel, the persons on board, or the 

cargo, or to aid other vessels or persons that are in danger at sea, until 

normality has been restored. 

b) Carry out periodic exercises such as fire-fighting; rescue or abandonment, or 

other imposed by national and international rules; these must be carried out in 

a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not cause 

fatigue. 

c) Carry out imperative operational tasks that are necessary and that cannot be 

postponed for safety or environmental reasons, or which were not possible to 

foresee at the start of the voyage. 

 

After normality has been restored, the Master must ensure that an adequate 

compensatory rest period is granted to every crew that worked during his or her 

rest hours. 

 

A table with the shipboard working arrangements must be posted in an easily 

accessible place on-board the ship. This table must be in the official working 

language on board which is English. Form F12 – Hours of Work Schedules shall 

be used. 

 

Company shall maintain records of crews’ daily hours of work or of their daily 

hours of rest in accordance with the form approved by the Flag Administration of 

vessel. Each crew shall receive a copy of the record pertaining to him/her which 

must be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by the 

crew. Form F5 – Rest Hours Log shall be used. 

 

 

3.7 PERFORMANCE EVALUATION 

 

Performance Evaluation Form F7 – Performance Evaluation must be completed 

as per below requirement: 

 

1. Individual Sign Off Type Evaluation. This evaluation shall be applied to all 

vessel crew whenever they are scheduled for sign off. The assessor for the 

crew shall be dependent to the rank of the crew: 
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NO. RANK ASSESSOR SUPERVISOR 

1 Chief Officer, 2nd 

Officer, Bosun, 

Able Bodied, and 

Cook 

Master of the vessel Operations 

Manager, Marine 

Superintendent 

2 2nd Engineer and 3rd 

Engineer 

Chief Engineer of the 

vessel  

Technical 

Superintendent 

3 Master Operations Manager, 

Marine Superintendent 

General Manager 

4 Chief Engineer Technical 

Superintendent 

General Manager 

 

2. Master Sign Off Type Evaluation 

Whenever Master sign off (Outgoing Master), he/she shall evaluate the 

performance of all vessel crew (deck, engine and galley) before signing off.  

 

NO. RANK ASSESSOR SUPERVISOR 

1 Chief Officer, 2nd 

Officer, Bosun, 

Able Bodied, and 

Cook 

Outgoing Master Operations 

Manager, Marine 

Superintendent 

2 2nd Engineer and 3rd 

Engineer 

Outgoing Master  Technical 

Superintendent 

 

3. Chief Engineer Sign Off Type Evaluation 

Whenever Chief Engineer sign off (Outgoing Chief Engineer), he/she shall 

evaluate the performance of all engineers before signing off. 

 

NO. RANK ASSESSOR SUPERVISOR 

1 2nd Engineer and 3rd 

Engineer 

Outgoing Chief 

Engineer  

Technical 

Superintendent 

 

4. For Cause Type Evaluation 

Whenever there is a complaint regarding performance of a certain crew, 

performance evaluation shall be conducted as per below requirement. 

 

NO. RANK ASSESSOR SUPERVISOR 

1 Chief Officer, 2nd 

Officer, Bosun, 

Able Bodied, and 

Cook 

Master of the vessel Operations 

Manager, Marine 

Superintendent 



 
 
 
 
 
 

 

FLEX FLEET SDN BHD – SMS MANUAL Revision No : 5 
Date Issued : February 1, 2021 

CHAPTER 3 
MANAGEMENT OF VESSEL CREW 

Prepared By : DPA 
Approved By : GM 
Page : 9 of 19 

2 2nd Engineer and 3rd 

Engineer 

Chief Engineer of the 

vessel  

Technical 

Superintendent 

3 Master Operations Manager, 

Marine Superintendent 

General Manager 

4 Chief Engineer Technical 

Superintendent 

General Manager 

 

5. Promotion Type Evaluation 

Whenever a crew is eligible for promotion, performance evaluation shall be 

conducted as per below requirement. 

 

NO. RANK PROMOTED 

RANK 

ASSESSOR SUPERVISOR 

1 Chief 

Officer 

Master Master of the 

vessel 

Operations 

Manager, 

Marine 

Superintendent 

2 2nd Officer Chief Officer Master of the 

vessel 

Operations 

Manager, 

Marine 

Superintendent 

3 Bosun / 

Able 

Bodied 

2nd Officer Master of the 

vessel 

Operations 

Manager, 

Marine 

Superintendent 

4 2nd 

Engineer  

Chief 

Engineer 

Chief Engineer 

of the vessel  

Technical 

Superintendent 

5 3rd 

Engineer 

2nd Engineer Chief Engineer 

of the vessel 

Technical 

Superintendent 

 

Guideline 

 

1. Whenever a crew is eligible for performance evaluation, personnel 

responsible to conduct the evaluation shall need to inform the HSE unit. 

 

2. HSE unit shall prepare set of question to gauge the appraisee knowledge on 

Job Safety and pass to assessor. 

 

3. Assessor shall pass the question to the eligible crew during evaluation session 

take place. Upon completion, Assessor to forward the answer to HSE unit. 
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4. HSE unit to check the answer and translate the result into grade for Job Safety 

inside appraisee’s performance evaluation (Form F7). HSE shall inform the 

grade to the assessor. 

 

5. Assessor shall start appraising all other aspects in Form F7 except for Job 

Safety. 

 

6. Completed F7 to be forwarded to ops@ffsb-malaysia.com for final review by 

supervisor. They have the right to change the grade if they feel the grade given 

to the eligible crew is not satisfactory.  

 

7. Finalized performance evaluation for the crew shall be made as reference for 

further action such as re-hire or promotion in rank. 

 

 Performance Marking  

 

 The categories of the Performance Evaluation shall be marked according to the 

following table:  

 

 Mark Description Score 

OUTSTANDING Superior performance 5 

VERY GOOD Performance above average 4 

SATISFACTORY Average performance 3 

FAIR Performance below average 2 

UNSATISFACTORY Cannot perform properly 1 

 

 The Overall Rating is calculated by adding the scores obtained in each category 

and dividing the result by the number of categories. The following table shows the 

Grades and Marks utilized in marking the Overall Rating:  

  

Grade Mark 

>= 4.76 OUTSTANDING 

3.76 to 4.75 VERY GOOD 

2.76 to 3.75 SATISFACTORY 

1.75 to 2.75 FAIR 

< 1.75 UNSATISFACTORY 

 

 Substandard Performance  

 

 A crew is said to get a substandard performance whenever they get FAIR or 

UNSATISFACTORY grade at their Overall Rating section in the Form F7. Crew 

mailto:ops@ffsb-malaysia.com
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with substandard performance shall not be promoted to the next rank. As for the 

re-hire purpose, depending on the Supervisor’s decision upon reviewing the crew 

substandard performance, below guides to be followed:  

1) If the Supervisor decided not to re-hire the crew, they shall input their decision 

at the Office Use Only section in the Form F7 and inform the Crewing Unit 

immediately. 

2) If the Supervisor decided to re-hire the crew, they shall discuss the job 

responsibilities, goals, objectives and performance standards with the crew. 

Clearly identify deficiencies and establish expectations for future 

performance. All discussed matters to be recorded in the Form F7 at Office 

Use Only section and Crewing Unit to be informed. If performance does not 

improve after a reasonable period, the crew shall not be re-hired. 

 

 

3.8 RE-HIRE AND PROMOTION OF VESSEL’S CREW 

 

Re-hire process 

 

To be eligible for re-hire, a crew must obtain SATISFACTORY grade and above 

at their Overall Rating section in the Form F7. For crew that obtained a 

substandard performance, their eligibility is dependent to the requirement spells 

out under Section 3.5.8: Substandard Performance.  

 

The re-hire process is as follows: 

 

1. Before calling the eligible crew for re-joining the company’s vessel, Crewing 

Unit will screen the joining checklist (Form F6) record to verify and validate 

on the expiry of the crew’s certificate. Crewing Unit will not accept a 

certificate that will expire within 6 months from the expected date of sign on. 

 

2. Before joining the vessel, the newly arrived crew will report to the Crewing 

Unit who will ensure that: 

a) The Letter of Appointment / Contract and Articles of Agreement are 

signed 

b) All travel documents are surrendered to the Company 

c) Manning License and Certificates are submitted 

 

Promotion process 

 

The Company may consider appointing Chief Engineer or Chief Officer who do 

not have enough command experience to become Master of the Vessel in certain 
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emergency cases after all considerations for a short-term case only. However, the 

Company shall monitor closely his /her performance. 

 

 

 

 

As for normal promotion process, to be eligible for the promotion of rank, a crew:  

1) Must fulfill the criteria as spelled out in Exhibit 037 – Criteria for 

Promotion of Ship Staff 

2) Must have attended a thorough briefing on company’s expectation on safe 

operation. 

3) Must obtain recommendation from the Operations Manager or Marine 

Superintendent for deck’s rank and from the Technical Superintendent for 

engine’s rank. 

4) Must obtain OUTSTANDING grade at their Overall Rating section in the 

Form F7 during Promotion Type Performance Evaluation.  

 

The promotion process is as follows: 

 

1. When the crew is eligible, Crewing Unit will arrange an interview session 

with the crew.  

 

2. The interviewer will be given Form F13 - Crew Interview Evaluation, F15 

- Criteria Checklist for Recruitment of Shipboard Officer, applicant’s 

resume and applicant’s Promotion Type Performance Evaluation. Marine 

Superintendent will interview all Deck Officers and Deck Ratings while 

Technical Superintendent will interview all Engineers and Engine Ratings 

with the assistance from a standard list of interviewing questions. 

 

3. The interviewer will pass the result of the interview (Form F13 and Form 

F15) to the Crewing Unit for further action and record. 

 

4. Whatever the result (pass or fail), Crewing Unit will follow the same re-hire 

process. 

 

 

3.9 GENERAL REQUIREMENT 

 

3.9.1 Minimum Age  

  

Minimum age for joining the vessel managed by the company shall be 18 years 

old and above. There is no maximum age. As long as the crew can provide valid 
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medical attestation by the authority on their fitness and that their age is 18 years 

old and above, they have the chance to work onboard the vessel. 

 

3.9.2 Medical Certification  

 

Company shall ensure that, prior to beginning work on a ship, any seafarer 

employed holds a valid medical fitness certificate attesting that the crew is 

medically fit to perform the duties they are to carry out on board the ship. 

 

A medical certificate: 

a) Must be issued by a duly qualified medical practitioner recognized by the Flag 

Administration of vessel for the purposes of issuing crews’ medical 

certificates; 

b) Must state that: 

i. The hearing and sight of the crew, and the colour vision in the case of a 

crew to be employed in capacities where fitness for the work to be 

performed is liable to be affected by defective colour vision, are all 

satisfactory; and 

ii. The crew is not suffering from any medical condition likely to be 

aggravated by service at sea or to render the crew unfit for such service 

or to endanger the health of other persons on board. 

 

If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the 

certificate shall continue in force until the next port of call where the crew can 

obtain a medical certificate from a qualified medical practitioner, provided that the 

period shall not exceed three months. 

 

3.9.3 Training and Qualifications of Vessel’s Crew 

 

All crews working on board the vessel shall be trained or certified as competent 

or otherwise qualified to perform their duties in accordance with the current 

STCW Code or other mandatory instruments adopted by the International 

Maritime Organization. 

 

They shall have all their original certificates with them on board and also 

certificate accrediting their professional competences and other qualification to 

perform their function, duly issued or endorsed by the Flag Administration of 

vessel. 

 

3.9.4 Seafarers’ Employment Agreements 
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All crews working on board a ship must have a clear copy of their seafarers’ 

employment agreement (SEA), which must be signed by both the crew and the 

company or a representative of the company (or, where the crews are not 

employees, evidence of contractual or similar arrangements) and must provide 

them with decent working and living conditions on board the ship as required by 

this employment agreement. 

 

Apart from that, Crewing Unit to ensure original copy of the Crew Contract of 

Agreement generated from the authority system (by referring to the Crew Articles 

of Agreement) is given to the crew for own keep. 

 

Without cause, either the crew or the company may terminate the agreement after 

giving 15 (fifteen) days written notice to the other of the intent to terminate without 

cause but not lesser than 7 (seven) days. 

 

Crews may end a work relationship for just cause, being entitled to the 

compensations established in the regulations stated under Flag Administration of 

the vessel, in the following events: 

a) When the crew’s accommodation, food and water are unhealthy or deficient 

and the Master of the vessel fails to adopt the necessary measures to fix these 

deficiencies within a reasonable term. 

b) Due to mistreatment, harassment or abuse by the Master of the vessel or the 

person representing him/her. 

c) Due to the company’s or his/her representative’s non-compliance with the 

safety, health and hygiene measures established by valid laws and regulations, 

as long as said deficiencies are known or have been reported to the Master of 

the vessel, and he/she omitted taking any corrective measures within a 

reasonable term. 

d) When wages are not paid in the manner established by the law or the contract. 

e) Due to the company’s or his/her representative’s imprudence or serious 

carelessness that compromises the safety of the ship or the people on board. 

f) Due to any actions of the company or his/her representative that have the aim 

of inducing the crew to commit an illegal act. 

g) Due to the unilateral change in the work conditions that affect the crew. 

 

Just causes that authorize a company to end a work relationship without prior 

notice are the following: 

a) Having been deceived by the crew, through the presentation of false 

documents that credit him/her with qualities, abilities or competences that 

he/she lacks. 

b) When a crew, during the time when he/she is at the service of the   shipowner, 

engages or participates in acts of violence, threat or insult against the 
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company, his/her representative or hierarchical superiors, or other crews, 

unless there was a provocation. 

c) When a crew reveals or discloses technical secrets, confidential 

administrative matters or information regarding the cargo, which may cause 

damage to the company. 

d) When a crew commits serious offences of integrity or honesty, or crimes 

against property that are damaging to the company, the vessel or any person 

on board, stevedore or agent. 

e) When a crew intentionally causes, during the execution of his/her duties, or 

as a result of these, serious damage to the machinery, facilities, equipment, 

structure or operation of the vessel or its cargo. 

f) When a crew compromises the safety of the vessel, its cargo, the persons on 

board or the environment with his/her inexcusable negligence or carelessness. 

g) When a crew blatantly and repeatedly refuses to adopt the preventive 

measures and procedures established in order to avoid occupational risks or 

material damages. 

h) When a crew disobeys without just cause and to the detriment of the company, 

the orders given by his/her superiors, based on what is established in the 

employment agreement, the collective agreement or the internal regulations 

onboard. 

i) When a crew is found in possession of illegal drugs or under their influence, 

or reports for duty in a state of drunkenness. 

j) When there is sexual harassment or immoral or criminal conduct by a crew 

during the life of the employment agreement; he/she helps to introduce 

stowaways; or allows unauthorized persons to board or disembark the vessel. 

k) When a crew abandons his/her job, which includes abandoning the vessel 

without authorization, or refusing to work without just cause. 

l) When a crew is not on board on time before the vessel’s departure, after a 

visible warning on board the vessel. 

m) When a crew does not provide the necessary help in order to secure the 

immediate safety of the vessel, the persons on board or the cargo, or to aid 

other vessels or persons that are in danger at sea, as long as he/she is not 

risking his/her own life. 

n) A basic inability or clear inefficiency to perform the tasks and fulfill the duties 

of his/her respective job. 

 

Termination with cause minimum in 7 days, the company may terminate this 

agreement in the following circumstances: 

a) Upon the total loss of the vessel; 

b) When the vessel is expected to be laid up for a continuous period of at least 

one month; 
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c) Upon the misconduct of the individual giving rise to a lawful entitlement to 

dismiss found in possession of illegal drugs or under their influence, or reports 

for duty in a state of drunkenness. 

 

In the event, the crew terminates the contract prematurely, he/she shall have to pay 

for his/her own travel expenses (land & air transport), hotel accommodation and 

any agency charges for sign-off and/or repatriation from vessel location to point 

of origin. 

 

3.9.5 Manning Levels for the Ship 

 

Vessel must have a sufficient number of seafarers on board to ensure that they 

operated safely, efficiently and with due regard to security. Under all conditions, 

taking into account concerns about seafarer fatigue and the particular nature and 

conditions of the voyage. Every ship shall be manned by a seafarer that is 

adequate, in terms of size and qualifications, to: 

a) Ensure the safety and security of the ship and its personnel, under all operating 

conditions in accordance with a Minimum Safe Manning Certificate issued 

by the Flag Administration of vessel, and 

b) Comply with the standards provided for in the minimum safe manning 

certificate. 

 

When a ship is not on a voyage or excursion, the owner or master shall ensure that 

sufficient number of ship personnel is on board the ship at all times to adequately 

respond to any situation such as fire, sinking or other emergencies.  

 

 

3.10 IDENTIFICATION AND PROVISION OF TRAINING FOR VESSEL 

CREW 

 

Crewing Unit shall identify all the required certification as per STCW and client 

requirement for the crew before they are to be hired. The crew shall need to source 

out for the training themselves. 

 

The company shall only sponsor below certification if the crew has been re-hired 

for 2 years and above with the company: 

a) Offshore Medical Assessment 

b) BOSIET (OPITO) 

c) Rigging and Slinging 

 

While onboard the vessel, the crew shall also need to follow the SMS Training 

routine as per Exhibit 008 - SMS Training Plan. If the crew need a certain 
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training other than the STCW, client’s requirement, and the company’s SMS 

Training Plan: 

 

1. The Assessor shall need to conduct performance evaluation using Form F7 

under For Cause Type Evaluation. 

 

2. The Assessor shall discuss with the affected crew on what training that the 

crew need to undergo in order to increase their knowledge and awareness of 

their job. 

 

3. The Assessor shall record the training needs at the Comments section of the 

Form F7. 

 

4. The Assessor will pass the evaluation form to the Supervisor. 

 

5. The Supervisor will source out for the training after re-evaluating the training 

needs analysis by the Assessor. The training will be conducted either in-house 

or by the 3rd party. 

 

 

3.11 ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE FOR VESSEL CREW 

 

Officer of the navigational watch will require a knowledge of written and spoken 

English adequate to understand the navigational charts, nautical publication, 

meteorological information and messages concerning the vessel’s safety and 

operation and adequate to communicate with other ships, VTIS, POCC and coast 

station and multi-lingual crew and the use of IMO Standard Maritime 

Communication phrases. 

Officers of the navigational watch must comply with standards of competence for 

GMDSS Radio Operators, obtaining GOC/ROC will require knowledge of both 

written and spoken English for the communication of information relevant to the 

safety of life at sea, SOLAS. 

 

 Engine watch-keepers will be required to demonstrate an ability to interpret 

engineering publications written in English and to speak clearly and 

comprehensively when making communications needed to perform engineering 

duties. 

 

 Vessel crew with designated safety or pollution prevention duties must have an 

ability to use at least elementary English vocabulary with an emphasis on nautical 

terms and situations. 
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3.12  COUNSELING AND TERMINATION OF THE VESSEL CREW 

 

 While onboard the vessel, it is the responsibility of the Master to give warning, 

counseling and motivation to the crew who lack the skills or motivation for their 

position or to the crew who has disciplinary issue, in order to remedy their 

deficiencies. If, after a reasonable opportunity for improvement, the crew 

continues to perform in an unsatisfactory manner, the Master has the right to not 

accepting the crew as part of the vessel’s manning.  

 

In order for Master to suggest the termination of the crew:  

 

1. Master of the vessel shall provide proper documented evidence as below to 

the Supervisor: 

a) Series of Warning Notice (1st and 2nd) to the affected crew via Form A2 

- Statement of Fact either from the Master or the Supervisor 

b) Series of counseling or motivation advice. Form A2 - Statement of Fact 

signed by both the Master and the affected crew can be used. 

c) Has conducted performance evaluation using Form F7 under For Cause 

Type Evaluation 

 

2. The Supervisor will review all the documented evidences and will contact the 

affected crew to obtain his/her statement.  

 

3. If the statement coming from the affected crew is not tallied with Master’s 

documented evidence, both the Master and the affected crew will be called to 

the office for a face to face discussion between the Master, the affected crew 

and the Supervisor. The Supervisor will make the decision based on the 

discussion.  

 

4. If the Supervisor decided to terminate the affected crew, he/she will need to 

inform his/her judgement and decision to the Crewing Unit for further action 

using form A2. 

 

5. Crewing Unit will proceed to terminate the affected crew’s contract in the 

company’s system. 

 

3.12.1 List of Supervisor and Supervisee 

 

Below is List of Supervisor and Supervisee 

 

Supervisor Supervisee 
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Master All crews onboard the vessel 

 

Chief Engineer All assistant engineer onboard the vessel 

 

DPA / Operation Manager / 

Marine Superintendent / HSE 

Superintendent 

 

Master, Chief Officer, and all deck crews 

Technical Manager / Technical 

Superintendent / Assistant 

Technical Superintendent 

Chief Engineer and all engine crews 

 

 

3.12.2 Tips on Counseling  

 

a) Clearly communicate the job responsibilities and expectations.  

b) Set goals and standards which are reasonable, measurable and challenging.  

c) Allow sufficient time to accomplish goals.  

d) Provide feedback on both strong and weak points.  

e) Consider mitigating circumstances, i.e. personal problems, illness, personality 

conflicts, etc., but make clear these should only temporarily affect 

performance.  

f) Allow the employee to explain their view.  

g) Seek observations of other managers.  

h) Maintain confidentiality.  

i) Conduct counseling in a private setting.  

j) Provide copies of documentation to the employee if they desire them.  

k) Do not conduct counseling when angry.  

l) Do not be abrasive, antagonistic or sarcastic.  

m) Do not dominate the conversation.  

 

3.12.3 List of Disciplinary Issues 

 

List of examples of disciplinary issue shall be referred at Exhibit 009 - List of 

Offences. Master onboard shall ensure the exhibit is posted onboard and made 

known to all crews. 
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4.1 MASTER OF THE VESSEL 

 

“Master has the overriding authority and responsibilities in decision making with 

regard to safety, security & pollution prevention. 

 

The Master should not be constrained by commercial pressure of the ship owner’s 

or charterer’s when making such decisions. Master may request Company’s 

assistance as may be necessary.” 

 

Whenever Master to exercise the overriding authority, proper documentation 

using Form A4 – Master’s Protest Note shall be used and submitted to 

appropriate party. 

 

The Master has additional authority as follows:  

a) Over all aspects of the vessel’s operation, at all times, in port as well as when 

underway, extended to all matters of ship handling, navigation and operations, 

including interpretation of laws, rules and regulations, risk and safety 

management and personnel administration.  

b) Under flag state law, over all persons (officers, crew, offshore workers and 

passengers) onboard vessel.  

c) Notwithstanding this manual or any other Company document, to take 

whatever action he considers appropriate to protect:  

• Safety of the vessel.  

• Onboard personnel/passengers/offshore workers. 

• Transported Cargo.  

• Environment and property.  

 

 All staff must obey Master’s orders in spirit and letter.  

 

4.1.1 Master’s Responsibilities Under ISM & ISPS Code 

Master’s responsibilities are as follows: 

 

1) To implement the safety and environmental policy of the Company. 

2) To motivate the crew in the observation of that Policy. 

3) To issue appropriate orders and instructions in a clear and simple manner. 

4) To verify that specified requirements are observed. 

5) To review the Safety Management System and report its deficiencies to the 

shore-based management.  

6) Appointed as Ship Safety Officer on board. 

7) Appointed as Ship Medical Officer on board 
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 Procedures to Implement Company Policy 

 

Master shall implement the safety and environmental protection policy by 

conducting on board training, interviews, drills, education and extending his co-

operation and acceptance to all departments. 

The Master shall have the responsibility for maintaining the Safety Management 

Certificate (SMC) issued by the Administration. 

 

 Procedures to Motivate Crew 

 

Master shall motivate the crew in the observation of company safety and 

environmental protection policy, by regular monitoring of onboard training, 

conducting interviews, enhancing the benefits of drills and by using all educational 

means available. Master may use both rewarding and reprimanding techniques as 

per his own judgment to motivate and realize the crew that safety is in their own 

interest. 

 

 Procedures to Issue Orders 

 

Master shall issue orders and instructions in a clear and simple manner, from time 

to time whenever he deems it necessary for the safety of life, ship and 

environmental protection. 

 

Every sign on Master must issue their own specific Master’s Standing Instruction. 

Such orders are to be signed by the Master and person in-charge (PIC) of the 

operation. 

 

Every night, Master must issue out their own specific Master’s Night Order before 

handing over the night shift to the Chief Officer. Such orders are to be signed by 

the Master and person in-charge (PIC) of the operation. 

 

 Procedures to Verify Requirements 

 

Master shall verify that specified requirements of safety management system are 

observed by all available means, e.g., by checklists available, random check and 

verbal confirmation during operations. 

 

Master may use the Form G4 – Internal Audit Checklist or G1 – Vessel 

Inspection Report to verify the implementation of Safety Management System. 

 

 Procedures to Review Safety Management System 
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The objectives of these procedures are to make an annual review of the system. In 

order to determine that Safety Management System implemented in the company 

and onboard the ship is easy to maintain, useful for everyone and able to ensure a 

real improvement in the safety and the prevention of pollution during operation of 

the vessel. 

 

Master’s review report will provide the company useful elements to best prepare 

the annual Management Review where decisions about policies and objectives are 

taken. 

 

The review must be a general overview basis and result in information about the 

management of the full process, including Maintenance, Training, Inventory 

management, Safety at work, etc. with enough details to help the Company assess 

the level of priority. 

The review is not as detailed as a ship audit, however it is taken from a higher 

point of view and refers to the whole system. 

 

The review will be conducted through the examination of documents such as: 

a) Specific chapter in FFSB SMS Manual 

b) Safety committee meeting records 

c) Internal audit reports 

d) External audit reports 

e) On board training 

f) Other inspections (e.g., Class & Port state etc.) 

g) Technical notes 

h) Accidents and Hazardous situations reports.  

i) Crew matters 

j) New legislation 

k) New technology 

l) Economic factors 

 

A report should be made by the Master after conducting a full assessment of the 

entire system, in conjunction with at least the Chief Engineer, Chief Officer and 

Second Engineer. Form G2 – Master’s HSSE Report shall be used. 

 

Input from other officers should be taken into account. 

 

MASTERS REVIEW REPORT SEND TO THE DESIGNATED PERSON ON 

ANNUALLY BASIS. 
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 Master’s Additional Responsibility  

 

The Master is responsible to:  

a) The crew for their safety and healthful living conditions. 

b) The passengers for their safe arrival at their intended destination  

c) Cargo owners for safe delivery of their cargo without: Loss or damage or 

Incidents that may cause them concern in negative publicity, damage to their 

business interests and reputation.  

d) Owners of the vessel for its safe, efficient and economic operation.  

e) Third parties for avoiding damage to their property, livelihood or lives due to 

unsafe operation of vessel assigned under his command. 

f) The Master shall preserve the environment (in particular the marine 

environment) through pollution prevention.  

g) Ensuring seaworthiness of vessel and efficient operation of 

systems/equipment onboard.  

h) Implementing the company’s Safety Management System. 

i) Motivating crew in observation of the Safety Management System. 

j) Posting watch schedules where they are easily accessible by the crew.  

k) Notwithstanding this manual or the presence of senior management onboard, 

the Master retains authority to take whatever action he considers appropriate 

relevant to his responsibilities, and after taking into consideration prevailing 

conditions and management systems.  

l) The Master ensures that his vessel is operated in accordance with: 

• Pertinent laws and regulations. 

• Good seamanship practices. 

• Company policies, management system and other instructions.  

• Policies of charterers and cargo owners agreed to by the company. 

 

 Master as Company Representative  

 

The Master:  

• Is a direct representative of Flex Fleet Sdn Bhd.  

• Is responsible for managing and protecting the company’s interests in all 

phases of his vessel’s operations.  

• Shall keep the operations chain of command fully informed via most practical 

means.  

• Should utilize the company’s Safety Management System. Master’s decisions 

and actions are binding on the Company.  

 

Flex Fleet Sdn Bhd’s shore management personnel are, at all times, readily 

available to advise and assist the Master in performing his/her duties.  
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 Emergency Situations: Master’s Request for Assistance  

 

 Nothing in this manual shall prevent the Master from taking appropriate prompt 

action to preserve safety of life, vessel, environment, cargo or other property, 

based upon prevailing conditions and circumstances.  

 

If he decides that assistance is necessary, the Master shall:  

a) Endeavour to notify DPA and management and seek assistance by the 

quickest possible means.  

b) If the urgency of the situation dictates, “act first, report later”.  

 

 Master Duty in Pollution Prevention  

 

Subordinate only to safety of personnel, the Master shall take all appropriate steps 

to:  

a) Reduce possibility of a one-man error that may lead to a disastrous situation, 

by implementing a system of double checks and Checklists where it is deemed 

necessary.  

b) Prevent discharges or spilling overboard of all petroleum products, oil 

contaminated ballast or bilge water and waste oil.  

c) Conduct training relevant to safety and pollution prevention (with emphasis 

on safety drills and emergency preparedness).  

d) Instill in his officers and crew the importance of pollution prevention.  

e) Ensure equipment and training is in place to immediately respond and 

mitigate the effects of an inadvertent spill. 

f) See Exhibit 007 which details MARPOL regulations on dumping of waste 

generated onboard the vessel.   

 

More responsibilities are covered in Chapter 12 - Pollution Prevention. 

 

 Master Duty in Exercising Economical Operation  

 

The Master is responsible for:  

a) On time, cost effective operation of his vessel.  

b) Ensuring that stores, equipment, and provisions are efficiently used, and no 

excessive inventories are requested or maintained onboard.  

 

4.1.2 Delegating Responsibility  

 

 The Master should be prepared to delegate required authority for navigation and 

ship control responsibilities to qualified deck officers.  
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4.2 CHIEF OFFICER 

 

Second in command of vessel and designated officer in charge in the absence of 

the Master.  

 

Chief Officer is responsible for: 

a) The Maintenance and upkeep of the hull, decks, superstructures, and 

passengers space etc. 

b) The controlling of the passengers’ embarkation / disembarkation operations 

and efficient and safe operations of all deck equipment, cranes and lifting 

appliances. 

c) Stability of the vessel. 

d) Ensuring that all Life-savings and Fire-fighting equipment are properly 

maintained, tested and charged at all times. 

e) The running of deck department (includes ordering of stores) 

f) The maintenance of Log Books, Sounding Books & maintenance records. 

g) The cleaning of all accommodation and public rooms. 

h) The safe keeping of navigation watch. 

i) Monitor the supply of Notices to Mariners and inform the Master if the NTM 

fail to arrive as scheduled. 

j) Ensure voyage and likely trading area charts are onboard and corrected up to 

the latest NTM / Navigational Warnings. 

k) Ensure all charts are the most up to date available, that they are correctly filed 

appropriately and that old charts are suitable disposed of or stored away from 

the Bridge. 

l) Ensure that all navigational instruments, lights and signals are tested and 

function correctly. This to include gyro and magnetic compasses, radar, echo 

sounders, auto pilots, GPS etc. 

m) The planning of passages and ensuring that the Master authorises all routes 

and passages prior to sailing. 

n) Establish the position by satellite, radio or visual methods as and when 

required by the Master. 

o) Ensuring that all life-saving fire-fighting appliances are maintained, tested 

and kept charged at all times. 

p) Assume the duties of Radio Operator as directed by the Master. 

q) Ensuring that all pollution prevention measures are employed. 

r) Perform whatever acts as necessary for the safety of the vessel, the safety of 

the passengers, and the safety and welfare of the crew. 

 

4.2.1 Chief Officer Duty in Environmental Protection (Pollution Prevention)  
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Chief Officer is responsible to the Master for familiarizing himself and complying 

with international and local laws and regulations as well as with company 

regulations (Chapter 12 - Pollution Prevention), concerning discharge of oil 

and/or other oil pollutants in marine environment.  

 

This includes taking appropriate steps to ensure his subordinate officers:  

a) Understand and comply with these laws/regulations, including management 

system.  

b) Properly follow operating procedures for pollution prevention. 

 

 

4.3  CHIEF ENGINEER 

 

 Chief Engineer is the leader in charge of Engineering Department.  

 

 Responsible to Master for:  

a) Overall administration of Engineering Department.  

b) Safe and efficient operation, maintenance and repairs of systems/equipment, 

machinery and compartments assigned to his Department.  

c) Testing of shipboard equipment and systems after repairs or modifications.  

d) Storage and transfer of all bulk and liquid cargo.  

e) Engineering portions of the Self-Inspection Program. 

f) All repairs/maintenance/testing to be carried out according to planned 

maintenance system  

 

The Chief Engineer has authority:  

a) Over all personnel assigned to Engineering Department.  

b) Over all aspects of Engineering Department operations, including:  

• Management system. 

• Interpretation and enforcement of pertinent international and national 

laws, rules and regulations. 

• Personnel administration.  

 

The Chief Engineer must be familiar with:  

a) International and national rules and regulations that are pertinent to operations 

of his department and his duties.  

b) Company policies, management system, rules and regulations. 

 

4.3.1  Engine Room Operations  

 

 Chief Engineer is responsible for:  
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a) Preparing and maintaining Standing Orders relevant to operation of his 

department.  

b) Safe and efficient operation of Engineering Department (all machinery and 

electrical equipment).  

c) Ensuring that a safe and proper engineering watch is maintained when 

required.  

d) Ensuring that automatic alarm systems are fully functional when unmanned 

engine room operations are in effect. 

e) Ensuring that operating instructions are in place for safe and efficient 

operation of following systems and associated equipment:  

• Main engines (including standby preparations and maneuvering 

procedures).  

• Cargo transfer pumps and compressors.  

• Power generating plant.  

• Fuel transfer system.  

• Fire fighting systems.  

• Steering systems.  

• Drilling fluid circulation equipment.  

• Bulk System 

f) Assigns any Assistant Engineering Officers to their respective watches (in 

port and underway).  

g) Routine tests to be carried out by each watch (e.g. drawing oil samples, 

recording readings, etc.)  

h) Supervises conduct of all activities of an unusually hazardous nature in 

machinery spaces.  

i) Ensures that all necessary safety precautions are observed.  

 

4.3.2  Bunkers and Potable Water  

 

Chief Engineer is responsible to Master for: 

a) Quantity/storage of bunkers and fresh water for voyage  

b) Advising the Master of quantity and adequacy of bunkers and potable water 

onboard.  

4.3.3  Chief Engineer Duty in Safety, Casualties and Accident Prevention  

 

 Chief Engineer is responsible to Master for ensuring that all Engine Room 

operations are carried out in a safe fashion and all safety precautions are observed 

during preparation and execution stage of each operation. This includes: 

a) Conducting safety tours.  
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b) Ensuring adequacy of training and preparedness levels of all engineering 

personnel onboard to respond to hazardous situations (such as fire, flooding, 

explosion, vital machinery breakdown and accidents).  

c) Ensuring that all automated alarms and warning devices are properly tested 

and monitored.  

d) Ensuring the Lock Out/Tag Out program is properly implemented.  

 

4.3.4 Chief Engineer Duty in Environmental Protection (Pollution Prevention)  

 

 Chief Engineer is responsible to Master for familiarizing him/herself and 

complying with international and local laws and regulations as well as with 

company regulations, concerning discharge of oil and/or other oil pollutants in 

marine environment. This includes taking appropriate steps to ensure his/her 

subordinates:  

a) Understand and comply with these laws/regulations. 

b) Follow proper operating procedures for pollution prevention (bilge water, 

sewage discharge, bulk transfer venting and fuel transfer operations).  

 

4.3.5 Maintenance and Repairs  

  

Chief Engineer is responsible for:  

a) Routine maintenance and repairs of all vessel equipment including but not 

limited to engines, pumps, compressors, motors, cooling and refrigeration 

systems, winches, valves and hydraulic systems.  

b) Routine maintenance and care of all fixed and portable firefighting systems 

in machinery spaces.  

c) Informing Master of any machinery system/equipment breakdown and repair 

that has or might have an impact on:  

• Vessel operations.  

• Seaworthiness of vessel.  

• On time cargo delivery/arrival at passenger/cargo terminal.  

• Cargo handling operations.  

d) Assisting Company and Shipyard Representatives with all repairs.  

e) Ordering and keeping track of spare parts consumption and inventory (in 

stock) 

f) Performance of all routine maintenance on engineering equipment.  

g) Assisting the Mate with routine maintenance of deck equipment and winches.  

 

 

4.3.6  Chief Engineer Duty in Administrative  
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Chief Engineer is responsible to Master for all administrative duties that are 

associated with Engineering Department, including:  

a) Training all Engineers in starting and operating vessel's firefighting and 

emergency equipment.  

b) Preparation and timely submission of all correspondence, reports, logs and 

records required by the company, customers and regulatory agencies.  

c) Keeping Master advised of all requirements relating to maintenance of 

classification and statutory certificates. 

d) Maintenance of vessel machinery records (containing information concerning 

all items of work conducted onboard by crew, company personnel or 

subcontractors, as well as updated records of repairs that are not within 

capacity of vessel’s crew).  

e) Custody and maintenance of Engineering Department records including:  

• Plans.  

• Manufacturer's instructions.  

• Records relating to equipment.  

• Copies of all pertinent correspondence, both written and electronic.  

f) Reports relating to Engineering Department.  

g) Calibration record sheets of critical instruments and gauges.  

h) Frequent inspections of Engine spaces to ensure:  

• Proper operation of equipment.  

• Personnel are attentive to their duties.  

i) Frequent inspections of machinery/deck spaces when underway in order to 

personally ensure that he is familiar with:  

• Actual conditions under which all Engine Room, Pump Room and deck 

systems and equipment are operated.  

• Adequacy and proficiency of watch keeping by each Engineer.  

 

 

4.4  2ND AND 3RD ENGINEER 

 

 2nd Engineer and 3rd Engineer are responsible to Chief Engineer for operation, 

administration and supervision of Engineering Department.  

 

Familiar with:  

• International and national rules and regulations that is pertinent to the 

operations of Engineering Department and his duties.  

• Company policies, management system, rules and regulations.  

 

4.4.1  2nd and 3rd Engineer Duty in Operation 
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 2nd or 3rd Engineer is responsible to Chief Engineer for providing competent and 

reliable Engine Room performance adequate for safe maneuvering of vessel when 

underway (especially in confined waters and under foul weather/reduced visibility 

conditions).  

 

4.4.2  Engine Room Operations  

  

2nd or 3rd Engineer is responsible to Chief Engineer for proper conduct of his 

watch. Responsible to Chief Engineer for ensuring:  

a) Safe and efficient operation of Engine Department, in accordance with 

requirements of Company and Chief Engineer.  

b) Proper operation of Engineering systems and equipment.  

c) Various logs in the Engine Room and records are properly maintained and are 

current.  

d) Providing Chief Engineer with a list of work force tasks for inclusion in daily 

work plan.  

 

4.4.3 2nd and 3rd Engineer Duty in Safety, Casualties and Accident Prevention  

 

2nd or 3rd Engineer is responsible to Chief Engineer for ensuring that:  

a) Engine operations, for which he is responsible, are carried out in a safe 

fashion.  

b) Safety precautions are observed during preparation and execution stage of 

each operation.  

 

Responsible for:  

a) Supervising any work that is of a dangerous (or potentially dangerous) nature.  

b) Assisting Chief Engineer in enforcement of all safety regulation within 

Engineering Department. 

c) Assisting in prevention of personnel accidents and damage to vessel or her 

cargo.  

d) Familiarizing himself with this manual and other written instructions.  

 

4.4.4  2nd and 3rd Engineer Duty in Environmental Protection (Pollution 

Prevention)  

 

2nd or 3rd Engineer is responsible for familiarizing himself and complying with 

international and local laws and regulations as well as with company ones, 

concerning discharge of oil and/or other oil pollutants in marine environment.  

 

This includes taking appropriate steps to ensure his subordinates and crew:  

a) Understand and comply with these laws/regulations.  
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b) Follow proper operating procedures for pollution prevention (bilge water, 

sewage discharge, bulk transfer venting and fuel transfer operations).  

 

 

 

 

4.4.5  Maintenance and Repairs  

 

2nd or 3rd Engineer is responsible to Chief Engineer for:  

a) Maintenance and repair of all spaces and equipment assigned to Engineering 

Department, including: 

• Maintenance of vessel machinery records (containing information 

concerning all items of work conducted onboard by crew or 

subcontractors, as well as updated records of repairs that are not within 

capacity of vessel’s crew.  

• Assisting in monitoring of all repairs conducted by subcontractors.  

b) Assisting company Technical Superintendent to deal with all repairs (during 

shipyard repairs) in accordance with Chief Engineer’s instructions.  

c) Ordering and maintaining a proper inventory of spare parts as required.   

d) Ensuring performance of all routine maintenance and Self-Inspection 

Program checks.  

 

4.4.6  2nd and 3rd Engineer Duty in Administrative  

  

2nd or 3rd Engineer is responsible for assisting Chief Engineer with all 

administrative duties that are associated with Engineering Department, which 

includes:  

a) Security  

b) Personnel supervision.  

c) Training, ensuring, amongst other activities:  

d) Any subordinate Engineers are familiar with starting and operating vessel's 

firefighting and emergency equipment.  

e) Personal supervision of junior Engineers’ training. 

 

 

4.5  RATINGS (BOSUN AND ABLE BODIED)  

  

Bosun and Able Bodied onboard are responsible for:  

a) Carrying out all lawful orders of the respective department heads and / or 

officers in charge. 

b) Staying vigilant during their watch to guard the crew, passengers, vessel and 

cargo from peril.  
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c) Ensuring compliance with safety and pollution prevention regulations and 

operating procedures as guided by their superior. 

d) Taking precautions to protect themselves, their colleagues, the vessel and 

environment. 

e) Rating should assist with passenger embarkation/disembarkation procedures 

as necessary. 

f) Handle stores, bunkers and waste as directed. 

g) Maintain gangway/fire patrol watches when vessel is in port. 

h) Assist in mooring and unmooring procedures as directed. 

i) Cargo Operation as required by master. 

 

4.6 COOK  

  

Cook onboard is responsible for:  

a) Carrying out all lawful orders of the respective department heads and / or 

officers in charge. 

b) Ensuring compliance with safety and pollution prevention regulations and 

operating procedures as guided. 

c) Taking precautions to protect themselves, their colleagues, the vessel and 

environment. 

d) Maintain the hygiene within the mess room and galley. 

e) Observe food hygiene during food handling. 

f) Replenish and keep stock of the food provision onboard. 

g) Provide nutritional meals to the crew. 

 
 
4.7 OILER 

 

Oiler onboard is responsible for: 

a) Applying or putting oil and lubricants on engines and machineries 

b) Keeping and monitoring the condition of the engines and machineries. 

c) Maintaining the run of the engines and machineries. 

d) Assuring that the engines and machineries are in good running conditions. 

e) Reading the pressure and temperature gauges and recording the data in 

engineering log.  

f) Assisting engineer in overhauling and adjusting machinery. 

g) Ensuring that all accessories and tools under his/her care are in good running 

condition. 

h) Reporting to his/her superior of any defect found in any machinery and 

equipment under his/her custody. 

i) Cleaning and maintaining the Engine Room. 
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j) Familiarizing himself/herself with the handling of various machinery and 

equipment parts as well as the maintenance of tanks and pipe valves. 
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NAME:  MAROLOP HUTABARAT / CHIEF OFFICER 

 

COVERING PERIOD: 07/07/23 to 11/09/23 

(DD/MM/YY to DD/MM/YY) 

 

 

 

ROLES & RESPONSIBILITIES 

 

1. Act as member of vessel Emergency Response Team and responsible to guide and comfort 

all passengers during emergency situation on-board. 

 

2. Act as focal person between passenger and shipboard management and responsible to ensure 

all matters pertaining to passenger’s discomfort while on-board company’s vessel is well 

taken care. 

 

3. Act as focal person between passenger and deck team during passenger transfer and 

responsible to ensure all passenger abide by vessel’s rule and be disciplined at all times. 

 

4. Act as focal person between shipboard management and passenger and responsible to ensure 

all information pertaining to passenger is well disseminated. 

 

5. Act as focal person between passenger and Master and responsible to ensure all passenger’s 

message can be relayed properly to the Master. 

 

 

 
















	Master’s responsibilities are as follows:

